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xABSTRAK
Nama : Ahmad Rais Karnawan
Nim : 10500113095
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pra Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Tindak
Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
Pokok masalah peneliti ini adalah Proses Pra Penuntutan oleh Jaksa Penuntut
Umum pada Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pokok
masalah tersebut dibagi ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian,
yaitu : 1) Faktor-faktor apakah yang menghambat Jaksa Penuntut Umum dalam
melakukan Pra Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Selatan? 2). Langkah-langkah apakah yang ditempuh Jaksa Penuntut Umum dalam
melakukan Pra Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Selatan?
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research Kualitatif.
Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu
mengelola data primer yang bersumber dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Masih terdapat kendala yang
dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Pra Penuntutan baik itu dalam faktor
Internal maupun Eksternal sehingga dapat memperlambat proses pra penuntutan tetapi
dalam hal ini JPU masih mampu mengatasinya, 2). Proses Pra penuntutan yang
dilakukan JPU mulai dari tahap awal Pra Penuntutan hingga Tahap Akhir Pra
Penuntutan telah sesuai dengan prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Implikasi penelitian yaitu 1). Demi sukses dan tegaknya pelaksanaan hukum
dalam masyarakat maka penyidik dan penuntut umum di dalam tugasnya sebagai
penegak hukum hendaknya benar-benar melaksanakan sesuai dengan undang-undang
yang berlaku. 2). Di dalam tindakan Pra Penuntutan hendaknya selalu dilakukan
konsultasi antara penyidik dengan penuntut umum, hal tersebut untuk mencegah dan
menutup kemungkinan adanya pengembalian berkas perkara yang bolak-balik.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara hukum, di Indonesia diatur hukum dan pemberian
sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Agar pembangunan Indonesia untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil dan makmur sejahtera, tertib
dan damai berdasarkan Pancasila UUD 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas menegaskan bahwa negara
Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Rechstaat), sehingga Negara
Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan pada kekuasaan belaka (Machstaat).1
Untuk dapat mewujudkan tertib dan damai berdasarkan Pancasila perlu ditingkatkan
usaha-usaha dibidang hukum oleh segenap masyarakat juga pemerintah.
Dalam rangka pembangunan bidang hukum maka pemantapan kedudukan serta
peran badan-badan penegak hukum secara terarah dan terpadu sangat dibutuhkan untuk
dapat menduduk pembangunan berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan
serta kesadaran hukum dinamika perkembangan dalam masyarakat. Untuk dapat
mewujudkannya maka dibutuhkan bantuan dari segala pihak. Pihak-pihak yang terlibat
secara langsung dalam penegakan hukum ini antar lain jaksa, hakim, dan aparat
keamanan. Jaksa sebagai salah satu bagian dari aparat hukum mempunyai tugas yang
tidak kecil dalam menangkap dan memecahkan segala macam bentuk pidana oleh
1 Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h. 1
2Karena jalinan kerja sama antara badan hukum yang satu dengan yang lain mutlak
diperlukan.
Jaksa Penuntut Umum memiliki tugas dan wewenang dibidang pidana untuk
melakukan penuntutan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 huruf (g) Jo pasal
137 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), dimana Jaksa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan
terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah
hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.
Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa haruslah
membuat surat dakwaan yang isinya mengenai pasal tindak pidana yang didakwakan
kepada terdakwa.
Dalam melakukan penuntutan ini Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan
tindakan pra penunututan terhadap berkas perkara yang dinilai kurang lengkap. Pra
penuntutan ini dilakukan sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan. Hal ini
dimaksudkan untuk mempersiapkan tindakan penuntutan di depan sidang pengadilan
dan menentukan keberhasilan dalam penuntutan, artinya tindakan pra penuntutan
sangat penting guna mencari kebenaran materiil yang akan menjadi dasar dalam proses
penuntutan. Definisi dari Prapenuntutan itu sendiri adalah pengembalian berkas
perkara dari jaksa penuntut umum kepada penyidik karena jaksa penuntut umum
berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap disertai petunjuk
untuk melengkapinya.
Proses berlangsungnya pra penuntutan dilaksanakan baik oleh Penyidik
maupun Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 110 ayat (2) Jo pasal 138
3ayat (1), (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum
Acara Pidana (KUHAP). Jaksa penuntut umum setelah menerima pelimpahan dan
melakukan penelitian terhadap berkas perkara wajib memberitahukan lengkap tidaknya
berkas perkara tersebut kepada penyidik. Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara
hasil penyidikan tersebut belum lengkap, maka jaksa penuntut umum mengembalikan
berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjukuntuk di lengkapi.2
Pra penuntutan ini dimaksudkan agar berkas perkara dapat dilengkapi, sehingga
dapat menjelaskan dengan terang mengenai suatu perkara tindak pidana. Sebab berkas
perkara tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi jaksa penuntut umum
dalam mempersiapkan tindakan penuntutan di depan sidang pengadilan. Hal mana
berarti pra penuntutan ini menentukan keberhasilan penuntutan, karena tindakan prap
enuntutan ini mencari kebenaran materiil dari suatu perkara yang nantinya akan
dijadikan dasar dalam proses penuntutan.
Selain itu prapenuntutan juga dapat menghindarkan dari adanya rekayasa
penyidikan dan mempercepat proses penyelesaian penyidikan serta menghindari
terjadinya bolak-baliknya berkas perkara. Pra penuntutan juga dapat menghilangkan
kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam menangani
perkara tindak pidana korupsi, serta dalam melakukan pemeriksaan tambahan bilamana
penyidik menyatakan telah melaksanakan petunjuk jaksa penuntut umum secara
optimal dan menyeluruh, hal mana yang berarti bahwa jaksa penuntut umum hanya
2 Ikhwan Fahrojih. Hukum Acara Pidana Korupsi (Malang: Setara Press, 2016). h. 119
4dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi tanpa dapat melakukan
pemeriksaan terhadap tersangka.
Akan tetapi, pada prakteknya Jaksa Penuntut Umum tidak selalu lancar dalam
melakukan pra penuntutan. Jaksa Penuntut Umum kadang mengalami kendala saat
melakukan pra penuntutan terhadap kasus yang ditanganinya. Kendala tersebut akan
menyebabkan bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik kepada Jaksa Penuntut
Umum yang tidak kunjung selesai. Sehingga hal ini akan menghambat jalannya proses
penuntutan dan penyelesaian dari perkara tersebut.
Melihat dari penanganan tindak pidana khusus seperti korupsi yang dilakukan
oleh kejaksaan di lapangan yang kurang terekspos oleh media informasi. Sehingga
masyarakat awam seringkali masih kurang paham dengan kendala-kendala yang
dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam menyelesaikan tugas. Berbagai kenyataan
berkembangnya tindak pidana khusus korupsi. Maka Penyusun tertarik dalam meneliti
dan penyusun membahas permasalahan yang berjudul: “PROSES PRA
PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM PADA TINDAK PIDANA
KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis
merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi bahan permasalahan
dalam skripsi ini.
5Adapun materi pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :
1. Faktor-faktor apakah yang menghambat Jaksa Penuntut Umum dalam
melakukan Pra Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi
Sulawesi Selatan?
2. Langkah-langkah apakah yang ditempuh Jaksa Penuntut Umum dalam
melakukan Pra Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi
Sulawesi Selatan?
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Penelitian ini berfokus pada penelitian mengenai kendala-kendala yang
dihadapi Jaksa penuntut umum untuk melakukan Pra Penuntutan terhadap tindak
pidana korupsi yang terjadi di Makassar.
2. Deskripsi Fokus
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefesinikan dan memahami
penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan beberapa pengertian variabel yang
dianggap penting yaitu:
a. Jaksa Penuntut Umum
Jaksa Penuntut Umum atau JPU adalah seseorang yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan Penetapan Hakim.
Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam
6melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa membina hubungan kerjasama dengan
badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.
b. Penuntutan & Pra Penuntutan
Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara
pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam
persidangan. Menurut pasal 137 KUHAP yang berwenang untuk melakukan
penuntutan ialah penuntut umum (PU). Sedangkan Pra penuntutan itu sendiri adalah
Pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena penuntut
umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap disertai
petunjuk untuk melengkapinya. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu
empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara
c. Tindak Pidana Korupsi
Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan
Korupsi Pasal 2 ayat (1) (2) dan Pasal 3 yang penulis simpulkan sebagai berikut:
Tindak Pidana Korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum
yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau
perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka
olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara.
7D. Kajian Pustaka
Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai
sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum
melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang
berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan
judul penulis, sebagai berikut:
1. Dalam bukunya Lilik Mulyadi “Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
(Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)”, menjelaskan selengkap
mungkin tentang tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa
(Extra Ordinary Crimes) penanggulangannya harus dilakukan dengan aspek
yuridis yang luar biasa (Extra ordinary Enforcement) dan tindakan-tindakan
yang luar biasa (Extra Ordinary Measures). Dalam konteks ini,
penanggulangan korupsi tersebut harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum
dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Dalam bukunya Evi Hartanti “Tindak Pidana Korupsi”, menjelaskan bahwa
tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat menyentuh
berbagai kepentingan yang manyangkut hak asasi, ideologi negara,
perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, di samping itu juga
merupakan perilaku kejahatan yang sulit ditanggulangi. Sulitnya
penanggulangan tindak pidana korupsi ini terlihatdari banyaknya putusan
pengadilan yang membebaskan terdakwa kasus korupsi atau ringannya
sanksi yang harus diterima oleh terdakwa yag tidak sesuai dengan kejahatan
yang telah dilakukannya.
83. Dalam bukunya Bambang Waluyo “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Strategi dan Optimalisasi)”, berisi uraian tentang strategi dan upaya
mengoptimalkan , upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
4. Dalam bukunya Ikhwan Fahrojih “Hukum Acara Pidana Korupsi”,
Menjelaskan bahwa sulitnya pemberantasan korupsi bukan hanya
disebabkan pada persoalan politik, melainkan pada faktor penegakan hukum
tindak pidana korupsi itu sendiri. Banyak sekali ketentuan dalam tindak
pidana korupsi yang menjadi kendala sebagaimana banyak temuan dalam
buku ini. Dengan alternative gagasan-gagasan yuridis yang progresif, buku
ini berusaha memenuhi kebutuhan peningkatan efektivitas hukum acara
pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pada berbagai tingkat,
baik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, tingkat penuntutan, tingkat
persidangan serta pada tingkat eksekusi.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat Jaksa Penuntut Umum dalam
melakukan Pra Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Selatan.
b. Mengetahui langkah-langkah apakah yang ditempuh Jaksa Penuntut Umum dalam




Secara teoritis penulis skripsi ini di harapkan dapat menambah pengetahuan
yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam penulisan bidang ilmu hukum
pidana khususnya Penyebab kendala Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Pra
Penuntutan dalam tindak pidana korupsi dan memberikan pemahaman bagi setiap
orang, baik itu masyarakat awam ataupun Mahasiswa. Karena menurut penulis
mengetahui kendala-kendala serta proses prapenuntutan yang dihadapi Jaksa Penuntut
Umum dapat membuat kita lebih paham dengan apa yang dikerjakannya.
b. Kegunaan praktis
1) Dapat memberikan informasi dan mengetahui tentang faktor-faktor yang
menghambat Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi.
2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait dalam bentuk
penyelesaian atau berupa langkah-langkah yang ditempuh Jaksa Penuntut Umum




A. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana
1. Pengertian Hukum Acara Pidana
Undang-undang tidak memberikan pengertian resmi mengenai hukum acara
pidana, yang ada adalah berbagai pengertian mengenai bagian-bagian tertentu   dari
hukum acara pidana itu, misalnya, penyidikan, penyelidikan, penangkapan, dan
sebagainya. Untuk mengetahui pengertian hukum acara pidana dapat ditemukan dalam
berbagai literatur yang dikemukakan oleh para pakar. Berikut ini dikemukakan
beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para pakar tersebut.
Adapun Van Bemelen mengemukakan pengertian dengan menggunakan istilah
ilmu hukum acara pidana yaitu mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh
negara, karena adanya pelanggaran undang-undang pidana, yaitu :
1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan
kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada
penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa
terdakwa ke depan hakim tersebut.
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang
dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan
tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib1
1 Andi Sofyan & Abd Asis. Hukum Acara Pidana Suatu Penganta (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2014). h. 5
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Wirjono  Prodjodikoro,  Mantan  Ketua  Mahkamah Agung RI mendefenisikan
Hukum Acara Pidana Sebagai “suatu rangkaian peraturan yang memuat cara
bagaimana  badan-badan  pemerintah  yang  berkuasa,  yaitu   kepolisian, kejaksaan,
dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan
hukum pidana.” Seluruh defenisi yang diberikan oleh para ahli hukum pidana seperti
diuraikan di atas pada dasarnya adalah sama, yaitu mendefenisikan Hukum Acara
Pidana merupakan:
1. Serangkaian peraturan.
2. Dibuat oleh negara (Undang-undang)
3. Yang memberikan wewenang kepada apparat penegak hukum.
4. Untuk melakukan penindakan penyidikan penuntutan dan menjatuhkan pidana.
5. Terhadap pelaku tindak pidana. 2
2. Fungsi & Tujuan Hukum Acara Pidana
Fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan dan menegakkan hukum
pidana. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi represif terhadap hukum pidana.
Artinya,  jika ada perbuatan  yang tergolong sebagai  perbuatan  tersebut  harus
diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat
diterapkan kepada pelaku tindak pidana.
Selain fungsi tersebut, hukum acara pidana juga dapat berfungsi untuk
mencegah  dan  mengurangi  tingkat  kejahatan.  Fungsi  ini  dapat  terlihat  ketika
hukum acara pidana telah dioperasikan dalam berbagai kegiatan  penyelenggaraan
2 Rahman Syamsuddin. Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan. (Makassar:
Alauddin University Press, 2013). h. 3
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peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana. Fungsi yang demikian ini
merupakan fungsi preventif terhadap hukum pidana. Artinya, orang  akan berhitung
untuk melakukan atau mengulangi lagi perbuatannya sebagai  perbuatan yang dilarang
oleh hukum pidana karena jika melanggar hukum pidana, berarti ia akan di proses dan
dijatuhi pidana berdasarkan hukum acara pidana melalui bekerjanya sistem peradiian
pidana.
Adanya fungsi hukum acara pidana demikian menunjukkan bahwa antara
hukum acara pidana dan hukum pidana adalah pasangan yang tidak dapat dipisahkan
dan mempunyai hubungan yang sangat erat bagai dua sisi mata uang. Keduanya saling
melengkapi sehingga jika salah satu tidak ada, lainnya tidak akan berarti. Apabila
hukum acara pidana tidak ada, hukum pidana tidak dapat dilaksanakan dan akan
menjadi hukum yang mati karena tidak ada pedoman dan perangkat lainnya yang dapat
melaksanakannya. Demikian pula hukum acara pidana tidak dapat ber-buat banyak dan
menjadi hukum yang tertidur. Jika tidak ada hukum pidana, berarti tidak ada orang
yang melakukan perbuatan pidana, berarti tidak ada orang yang di proses oleh hukum
acara pidana.3
Adapun fungsi hukum acara pidana menurut Andi Sofyan & Abd Asis yaitu:
1) Mencari dan menemukan kebenaran.
2) Pengambilan putusan oleh hakim
3) Pelaksanaan dari putusan yang telah diambil.4
3 Jhon Ilef Malamassam, “Optimalisasi Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana”,
Tesis (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), h. 31-32
4 Andi Sofyan & Abd Asis. Hukum Acara Pidana Suatu Penganta (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2014). h. 7
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Menurut pendapat Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana adalah mencari
kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir  sebenarnya adalah
mencapai suatu ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, kesejahteraan dalam
kehidupan bermasyarakat.5
Menurut pendapat Rusli Muhammad, jika memperhatikan rumusan tujuan
hukum acara pidana yang termuat di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP, maka
tujuan KUHAP dapat dibagi menjadi empat hal, meliputi antara lain :
1. Mencari dan mendapatkan kebenaran;
2. Melakukan penuntutan;
3. Melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan;
4. Melaksanakan (eksekusi) putusan pengadilan;6
3. Asas-asas Hukum Acara Pidana
Adapun asas-asas hukum acara pidana semuanya tertulis didalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didalam UU No. 4 Tahun 2004
dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20,
Pasal 25, Pasal 37, dan Pasal 154 KUHAP.  Selain asas-asas yang secara tersurat dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat asas-asas yang secara tersirat
dalam KUHAP, yaitu:
a. Asas Oportunitas dalam penuntutan , artinya meskipun terdapat bukti cukup
untuk mendakwa seorang melanggar suatu peraturan hukum pidana, namun
penuntut umum mempunyai kekuasaan untuk mengenyampingkan perkara
5 Andi Sofyan & Abd Asis. Hukum Acara Pidana Suatu Penganta (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2014). h. 11
6 Jhon Ilef Malamassam, “Optimalisasi Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Tesis
(Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), h. 35
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yang sudah terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan negara atau
umum (mendeponeer).
b. Asas kejaksaan sebagai penuntut umum dan polisi sebagai penyidik, artinya
dalam perkara pidana yang penuntutannua tidak tergantung pada/dari kehendak
perseorangan, bahwa yang memajukan perkara ke muka hakim pidana adalah
pejabat lain dari pejabat penyidik.
c. Asa Pra-peradilan, artinya pemeriksaan dan putusan tentang sah atau tidaknya
penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan,
ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkara pidananya dihentikan
pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
d. Asas pemeriksaan secara langsung, artinya dalam pemeriksaan perkara pidana,
hakim pidana seberapa boleh harus boleh berhubungan langsung dengan
terdakwa,yang berarti hakim harus mendengar sendiri terdakwa, tidak cukup
dengan adanya surat-surat pencatatan yang memuat keterangan-keterangan
terdakwa di muka penyidik.
e. Asas ini berlaku bagi saksi-saksi dan saksi ahli dan dari siapa akan diperoleh
keteranga-keterangan yang perlu yang memberikan gambaran apa yang benar-
benar terjadi.
f. Asas personalitas aktif dan asas persoalitas pasif, artinya dimungkinkan tindak
pidana yang dilakukan di luar wilayah republic Indonesia dapat diadili
menurut hukum pidana republik Indonesia.7
B. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan
Menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada
seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum
pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.8
7 Andi Sofyan & Abd Asis. Hukum Acara Pidana Suatu Penganta (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2014). h. 16-18
8 Rahman Syamsuddin & Ismail Aris. Merajut Hukum Di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana
Media, 2014), h. 191
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Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang
hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum
pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara
pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan
pidana oleh hakim. Penghukuman disini mempunyai makna sama dengan sentence atau
vervoordeling.
Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana
seseorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto yang menyebutkan
bahwa:
“Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai
menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berchten) menetapkan
hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana
saja, akan tetapi juga perdata. Kemudian istilah penghukuman dapat disempitkan
artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau
penjatuhan pidana oleh hakim”.9
2. Pengertian Tindak Pidana
Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi
barangsiapa melanggar larangan tersebut.10 Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan
pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana,
asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuataan, (yaitu
suatu keadaan atau kejadiaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan
ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu
Menurut Rahman Syamsuddin dalam bukunya Merajut Hukum Di Indonesia
mengatakan bahwa:
9 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia (Bandung: PT Refika
Aditama, 2013), h. 6
10 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), h. 54.
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“Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik
menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau
melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah
yang diancam dengan sanksi pidana”.11
Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah
ini, karena timbulnya dari pihak kementrian kehakiman, sering dipakai dalam
perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi
“tindak” tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya
menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan
perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani
seseorang . Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam
perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal
sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.
Contoh: U.U no. 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum (pasal 127, 129 dan lain-lain.12
Hukum pidana belanda memakai istilah strafbaar feit, kadang-kadang juga
delict yang berasal dari Bahasa latin Delictum. Hukum pidana negara-negara Anglo-
Saxon memakai istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama. Oleh Karena
KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu
strafbaat feit.13
Sedangkan dalam buku Pelajaran Hukum Pidana karya Adami Chazawi
menyatakan bahwa:
“Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum
pidana Belanda yaitu strafbaar feit, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang
dimaksud dengan strafbaar feit itu. Karena itu para ahli hukum berusaha
11 Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana
Media, 2014), h. 192
12 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), h. 55.
13 Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana
Media, 2014), h. 192
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memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada
keragaman pendapat”.14
Sedangkan Rahman Syamsuddin & Ismail Aris menyimpulkan bahwa
perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk melakukan
sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi, baik di dalam
undang-undang maupun di dalam peraturan daerah.15
Tetapi menurut Mahrus Ali dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana
mengatakankan bahwa:
“Perbuatan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana barangsiapa yang melakukannya. Menurutnya kesalahan tidak terkait
dengan perbuatan pidana, tapi berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.
Ketika seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum
pidana, tidak secara otomatis orang itu dijatuhi pidana. Untuk menjatuhkan
pidana kepada orang itu, harus terdapat kesalahan pada orang itu dan telah
dibuktikan dalam proses peradilan,dan itu di luar perbincangan tentang perbuatan
pidana. Dalam praktik peradilan yang pertama kali dilakukan hakim ketika
memeriksa perkara pidana yang diajukan kepadanya adalah apakah orang yang
dihadapkan kepadanya memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang
oleh hukum pidana. Setelah hal itu terbukti, hakim kemudian membuktikan ada
tidaknya kesalahan pada diri orang itu”.16
3. Unsur-unsur Tindak Pidana
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah
(fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.
Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).17 Moeljatno menyebutkan
bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen. Yaitu kelakuan dan akibat
(perbuatan), Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan
14 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,
2002), h. 67.
15 Rahman Syamsuddin & Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana
Media, 2014), h. 193
16 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 98-100
17 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), h. 64.
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yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan
hukum yang objektif.18
Menurut Mahrus Ali ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan
yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka
unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berujud
suatu kelakuan baik aktifn maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau
keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut
harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang
materiil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertantu yang menyertai terjadinya
kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait
dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal
hukum pidana yang ada dalam undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku
perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat
tambahan bagi pemidanaan, dan keadaan yang memberatkan pemidanaan.19
Lebih jelasnya Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab undang-undang
hukum pidana itu pada umumnya menurut doktrin, unsur-unsur delik atau perbuatan
pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terdapat unsur-unsur tersebut
dapat diutarakan sebagai berikut:20
1) Unsur Subjektif
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum
pidana menyatakan An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or
18 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), h. 69.
19 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 100
20 Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014),
h. 194-195
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actus non facit reum nisi mens sit rea (tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan).
Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan
(intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld). Pada umumnya para pakar
telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga yakni:
a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)
b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn)
c. Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus
evantualis)
Sedangkan kealpaan terdiri dari dua, yakni:
a. Tak berhati-hati;
b. Dapat menduga akibat itu.
2) Unsur Objektif
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:
a. Perbuatan manusia, berupa:
1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan
yang mendiamkan atau membiarkan
b. Akibat (result) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan
kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan,
kemerdekaan, kehormatan, dsb.
c. Keadaan-keadaan (circumtances)
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:
1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
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2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
d. Sifat dapat dihukum atau sifat melawan hukum
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si
pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu
bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah
melakukan sesuatu.
Menurut Satochid Kartanegara unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur
subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu
berupa suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan (omstandigheid). Selanjutnya Satichid
menyatakan kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yakni
kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaarheid) dan kesalahan
(schuld).21
Menurut Lamintang unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif
dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut: “Yang
dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri
si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu
segala yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur
objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana
tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)
21 Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014),
h. 195
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2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud
di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam
kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau woorbedachte raad seperti misalnya yang
terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak
pidana menurut pasal 308 KUHP.
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:
1. Sifat melawan hukum atau wederechtelijk;
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam
kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu
perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu
kenyataan sebagai akibat.
Rahman Syamsuddin & Ismail Aris menyimpulkan bahwa seluruh unsur delik
tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur tidak terbukti dan unsur yang
paling urgen untuk perbuatan pidana (ditilik dari sudut objektif) menurut Apeldoorn
adalah sifat melawan hukumnya. Jika tidak terbukti maka taka da perbuatan pidana
sehingga menyebabkan terdakwa harus dibebaskan. Selanjutnya menurut Rahman
Syamsuddin pendapat dari Satochid dan Lamintang tentang unsur-unsur delik di atas,
maka pendapat Satochid yang memasukkan toerekeningsvatbaarheid sebagai unsur
subjektif kurang tepat. Hal ini Karena tidak semua toerekeningsvatbaarheid bersumber
dari diri pelaku, namun antara lain dapat bersumber dari overmacht dan ambttelijk
22
bevel (pelaksana perintah jabatan). Sedang pendapat Lamintang, yang menjelaskan
bahwa unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku adalah tepat, tetapi
apa yang tersebut pada butir 2, 3, dan 4 unsur subjektif, pada hakikatnya menurut
Rahman Syamsuddin termasuk “kesengajaan” pula.22
4. Jenis-Jenis Delik (Tindak Pidana)
Perbuatan pidana dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana
materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan
pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang
telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam
undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam pasal
362 KUHP tentang pencurian dana pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan
perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan
pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau
dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis
perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti
dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan.23
Selain delik formil dan delik materiil yang seperti disebutkan sebelumnya, di
dalam KUHP itu, masih dikenal pembagian delik menurut rumusan yang dikehendaki
oleh pembentuk undang-undang, yaitu:
1) Doleuse Delicten dan Culpose Delicten
22 Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014),
h. 196-197
23 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h 102
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Doleuse delicten ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
yang dilakukan dengan sengaja. Culpose delicten ialah perbuatan yang dilarang dan
diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan.
2) Formeele Delicten dan Materiile Delicten
Formeele delicten ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan
kelakuan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang. Adapun materiile
delicten adalah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang
dan diancam dengan undang-undang.
3) Commisie Delicten dan Ommisie Delicten
Commisie delicten atau delicta commisionis ialah delik yang terjadi karena
suatu perbuatan seseorang yang melanggar larangan untuk melakukan sesuatu.
Ommisie delicten atau delicta ommisionis ialah delik yang terjadi karena seseorang
tidak berbuat sesuatu atau melanggar apa yang menjadi sebuah perintah.
4) Zelfstandige Delicten dan Voortgezette Delicten
Zelfstandige delicten ialah delik yang berdiri sendiri yang terdiri atas satu
perbuatan tertentu. Voortgezette delicten ialah delik yang terdiri atas beberapa
perbuatan berlanjut.
5) Alfopende Delicten dan Voortdurende Delicten
Alfopende delicten ialah delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau
tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan. Voordurende Delicten ialah delik
yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang,
walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan.
6) Enkelvoudige Delicten dan Samengestelde Delicten
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Enkelvoudige delicten mempunyai arti yang dubieus (kesamaan) dengan
alfopende delicten, yaitu delik yang selesai dengan satu kelakuan. Samengestelde
delicten ialah delik yang terdiri atas lebih dari satu perbuatan.
7) Eenvoudige Delicten dan Gequalificeerde Delicten
Eenvoudige delicten ialah delik biasa atau juga disebut geprivilegieerde
delicten yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok dan disertai unsur yang
meringankan sedangkan gequalificeerde delicten ialah delik yang mempunyai bentuk
pokok yang disertai unsur yang memberatkan.
8) Polietieke Delicten dan Commune Delicten
Politieke delicten ialah delik yang dilakukan karena adanya unsur politik, antara lain:
a. Gemengde politieke delicten yang merupakan pencurian terhadap
dokumen negara.
b. Zuivere politieke delicten yang merupakan kejahatan pengkhianatan
intern dan pengkhianatan ekstern.
c. Connexe polietieke delicten yang merupakan kejahatan menyembunyikan
senjata.
Commune delicten ialah delik yang ditujukan pada kejahatan yang tidak
termasuk keamanan negara.
9) Delicta Propria dan Commune Delicten
Delicta propia adalah delik yang hanya dilakukan oleh orang tertentu karena
suatu kualitas, sedangkan commune delicten ialah delik yang dapat dilakukan oleh
setiap orang pada umumnya.
10) Pengelompokan Delict Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi
25
Misalnya, delik aduan, delik harta kekayaan, dan lainnya. Delik aduan ialah
suatu delik yang hanya boleh dituntut jika ada pengaduan dari orang yang menderita
delik. Delik putuatif ialah suatu perbuatan (tetapi belum termasuk perbuatan pidana)
yang disangka delik. Akibatnya, orang yang bersangkutan tidak dapat dipidana sebab
ia memang tidak melakukan delik. Jadi, delik putuatif dapat disebut delik sangkaan. 24
5. Teori Pemidanaan
Menurut pasal 10 Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie yang
menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana jo
Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh
wilayah republik Indonesia dan mengubah undang-undang hukum pidana dianggap
sebagai kitab undang-undang hukum pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP),









1) Pencabutan hak-hak tertantu,
2) Perampasan barang-barang tertentu,
3) Pengumuman putusan hakim25
Terdapat beberapa teori pemidanaan atau dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana,
sebagai berikut:
24 Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014),
h. 197-200




Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan
suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Pidana merupakan akibat
mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan
kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada ada atau terjadinya
kejahatan itu sendiri.26
Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori
absolut ialah untuk “memuaskan tuntutan keadilan” (to satisfy the claims of justice)
sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan
keadilan ini menurut Emanuel Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan dan
pidana sebagai “Katagorische Imperatief” yaitu seseorang harus dipidana oleh Hakim
karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan suatu alat untuk mencapai suatu
tujuan, melainkan mencerminkan keadilan.27
Jadi, pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan melainkan
mencerminkan keadilan (uitdrukking van de gerechtigheid). Salah seorang tokoh
penganut teori absolut yang terkenal, yaitu Hegel berpendapat bahwa pidana
merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Teori Hegel
ini dikenal dengan “quasi-mathematic”, yaitu:
1. Wrong being (crime) is the negation of right and
2. Punishment is the negation og the negation
26 Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h. 59




Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut
dari keadilan. Tetapi pemidanaan hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan
masyarakat. Dengan demikian dalam teori ini pidana bukanlah sekedar untuk
melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu
tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat oleh karena
itu, teori ini pun sering disebut teori tujuan (Utilitarian Theory). Karakteristik atau ciri-
ciri pokok antara teori retributif dan teori utilitarian dikemukakan oleh Karl O.
Christiansen, yaitu:
1) Teori Retributif:
i. tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
ii. didalamnya tidak mengandung tujuan lain;
iii. kesalahan satu-satunya syarat adanya pidana;
iv. pidana harus seuai dengan kesalahan;
v. pidana melihat kebelakang, yaitu sebagai pencelaan yang murni, tujuannya
tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si
pelanggar;
2) Teori Utilitarian:
i. tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
ii. pencegahan sebagai sarana untuk kesejahteraan masyarakat;
iii. hanya karena sengaja atau culpa yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana;
iv. pidana ditetapkan dengan tujuan sebagai sarana untuk pencegahan kejahatan;
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v. pidana melihat kedepan (prospektif), pencelaan ataupun pembalasan semata
tidak dapat diterima bila tidak membantu pencegahan untuk kesejahteraan
masyarakat.
3) Teori gabungan
Teori ini diajukan pertama kali oleh Pellegrino Rossi (1787-1884). Teori ini
menjabarkan bahwa tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan
beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Namun, teori
ini berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan
suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.28
C. Tinjauan Umum Korupsi
1. Pengertian Korupsi
Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” atau “corruptus”.
Selanjutnya dikatakan bahwa “corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu
bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah
“corruption, corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan “corruptie/korruptie”
(Belanda).29 Sedangkan korupsi menurut KBBI ialah penyelewengan atau
penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi
atau orang lain.30
Syed Hussein Alatas menyebutkan adanya benang merah yang menjelujur
dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan
tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan
28 Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h. 61-62
29 Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan
Tinggi (Jakarta: Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 2011). h. 23
30 http://kbbi.web.id/korupsi. Diakses 13 april 2017 pukul 15.00
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kesejahteraan umum, diikuti dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan
kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat. 31
Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa:
1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk
kepentingan sendiri dan sebagainya;
2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok,
dan sebagainya; dan
3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.
Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan
merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang
bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau
aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian,
menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke
dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.
Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud
corruptie adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang
merugikan keuangan negara.32
Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers,
menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah
penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang
menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi
31 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Anti
Korupsi (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2014). h. 4
32 Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan
Tinggi (Jakarta: Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 2011). h. 24
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“financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled
corrupt” (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan
perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi).33
Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah:
"Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara."
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi
unsur-unsur sebagai berikut:
· perbuatan melawan hukum,
· penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
· memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
· merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Selain korupsi, istilah lain yang akrab di kuping masyarakat berkaitan dengan
penyalagunaan wewenang dan komersialisasi jabatan adalah kata “kolusi”. Kolusi,
menurut arti kamusnya, adalah persekongkolang yang curang (fraudulent secret
understanding) antara dua pihak yang pura-pura berlawanan. Kolusi bias terjadi antara
pejabat birokrat dengan pengusaha untuk mendapat fasilitas atau monopoli usaha
tertentu. Bias juga antara petinggi militer/polisi dengan pengusaha tertentu untuk mem-
back up bisnis kalangan pengusaha itu, apalagi bila dilakukan secara tidak benar. Tidak
jarang kolusi itu mencakup hubungan segitiga antara penguasa sipil-pengusaha-aparat
keamanan.34
33 Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h. 9
34 Rusdin Tompo. Ayo Lawan Korupsi (Makassar:LBH-P2i, 2005). h. 26
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan
menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusakkan
karena merugikan negara dan masyarakat luas. Pelaku korupsi dianggap telah
melakukan penyelewengan dalam hal keuangan atau kekuasaan, pengkhianatan amanat
terkait pada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya, serta
pelanggaran hukum.
2. Jenis-Kenis Korupsi
Menurut perspektif hukum, definisi korupsi di jelaskan dalam 13 pasal (UU
No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001) Merumuskan 30 bentuk / Jenis tindak
pidana korupsi, yang di kelompokan SBB :
1) Kerugian keuangan negara
2) Suap menyuap
3) Penggelapan dalam jabatan
4) Pemerasan
5) Perbuatan curang
6) Benturan kepentingan dalam pengadaan
7) Gratifikasi35
Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah
· memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
· penggelapan dalam jabatan,
· pemerasan dalam jabatan,
· ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
35 Komisi Pemberantasan Korupsi. Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi
(Jakarta:KPK, 2006). h. 20-21
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·  menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
Beberapa istilah yang perlu dipahami terkait dengan jenis-jenis korupsi yaitu
adanya pemahaman tentang pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Istilah
KKN ini sempat populer menjelang jatuhnya rezim Orde Baru.
a. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah
setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau
sarana yang ada padanya Karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
b. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat
kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian
yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin
agar segala urusannya menjadi lancar. Kolusi dapat didefnisikan sebagai
pemufakatan secara bersama untuk melawan hukum antar penyelenggara
negara atau antara penyelenggara dan pihak lain yang merugikan orang lain,
masyarakat, dan negara
c. Nepotisme yaitu setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan
hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas
kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa. Dalam istilah lain nepotisme
adalah tindakan yang hanya menguntungkan sanak saudara atau teman-
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teman sendiri, terutama dalam pemerintahan walaupun objek yang
diuntungkan tidak berkompeten. 36
3. Korupsi Menurut Islam
Ajaran hukum Islam yang sangat menjunjung tinggi pemeliharaan akan
kesucian baik lahir maupun bathin, menghendaki agar manusia (umat islam) dalam
melakukan sesuatu harus sesuai fitrahnya, yakni apa yang telah dtentukan dalam al-
Quran dan As Sunnah yang merupakan sumber hukum tertinggi. Pemeliharaan akan
kesucian begitu ditekankan dalam hukum Islam, agar manusia (umat Islam) tidak
terjerumus dalam perbuatan kehinaan atau kedhaliman baik terhadap dirinya maupun
terhadap orang lain. Pelanggaran sesuatu hal dalam hukum (pidana) Islam tidak
terlepas dari tujuan pokok hukum Islam (al maqashid asy-syari’ah alkhams) yang
merupakan hal esensial bagi terwujudnya ketentraman hidup manusia. Adapun tujuan
pokok hukum Islam tersebut adalah memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, harta
dan keturunan. Salah satu tujuan pokok hukum Islam ialah memelihara keselamatan
(kesucian) harta. Harta merupakan rezeki dalam arti material, karena dalam bahasa
agama rezeki melipuu rezeki material dan rezeki spiritual.
Islam adalah agama yang sangat menjujung tinggi akan arti kesucian, sehingga
sangatlah rasional jika memelihara keselamatan (kesucian) harta termasuk menjadi
tujuan pokok hukum (pidana) Islam, karena mengingat harta mempunyai dua dimensi,
yakni dimensi halal dan dimensi haram. Perilaku korupsi adalah harta berdimensi
haram karena korupsi menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan korupsi merupakan
wujud manusia yang tidak memanfaatkan keluasan dalam memperoleh rezeki Allah.
36 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. Buku Ajar Pendidikan Dan Budaya
Anti Korupsi (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2014). h. 6
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Secara teoritis kedudukan korupsi merupakan tindakan kriminal (jinayah atau jarimah)
dimana bagi pelakunya diancam dengan hukuman hudud (had) dan juga hukuman
ta’zir.
Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi, dipakai kata “resuah” berasal dari
bahasa Arab “risywah”, menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan
korups. Risywah (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan
seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara
yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan (al-Misbah al-Munir–al
Fayumi, al-Muhalla–Ibnu Hazm). Semua ulama sepakat mengharamkan risywah yang
terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar.
Sebagaimana yang telah tertulis dalam QS. Al-Maidah/5: 42:
 َنﻮُﻌ ٰﱠﻤَﺳ ِۚﺖۡﺤ ﱡﺴِﻠﻟ َنُﻮﻠ ٰﱠَﻛأ ِبِﺬَﻜِۡﻠﻟ…
Terjemah:
“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak
memakan yang haram…”37
Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan ‘ ِﺖۡﺤ ﱡﺴِﻠﻟ َنُﻮﻠ ٰﱠَﻛأ’ dengan
risywah.
Jadi risywah (suap menyuap) identik dengan memakan barang yang
diharamkan oleh Allah SWT. Jadi diharamkan mencari suap, menyuap dan menerima
suap. Begitu juga mediator antara menyuap dan yang disuap. Hanya saja jumhur ulama
37 Kementrian Agama RI. Al-Qur’an Tajwid & Terjemahnya Dilengkapi Dengan Asbabun
Nuzul dan Hadist Sahih (Bandung: Syamil Quran, 2010). h. 115.
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membolehkan penyuapan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah
kezhaliman seseorang. Namun orang yang menerima suap tetap berdosa.38
Selanjutnya Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim dalam bukunya ‘Jihad Nahdlatul
Ulama Melawan Korupsi’ menuliskan bahwa tindak pidana korupsi adalah jarimah
baru yang tidak dikenal dalam khazanah fiqih klasik. Dalam khazanah fiqih, setidaknya
terdapat 9 (Sembilan) jenis tindak pidana yang mirip dengan tindak pidana korupsi.
Kesembilan macam jarimah atau tindak pidana tersebut adalah ghulul (penggelapan),
risywah (Gratifikasi/penyuapan), ghashab (mengambil paksa hak/harta orang lain),
khiyanat (pengkhianatan), maksu (pungutan liar), ikhtilas (pencopetan), intihab
(perampasan), sariqah (pencurian), dan hirabah (perampokan).39
Ada banyak Ayat dalam Al-quran, disamping yang sudah disebutkan
sebelumnya, yang menjelaskan posisi atau hukum korupsi dalam pandangan Islam,
diantaranya Firman Allah SWT dalam surat QS. Al-Baqarah/2:188 :
 َﻻَو ِﺑ ﻢَُﻜﻨَۡﯿﺑ ﻢَُﻜﻟ َٰﻮَۡﻣأ ْآُﻮﻠُﻛَۡﺄﺗﭑ ِﻞِﻄ َٰﺒۡﻟ َﻰِﻟإ َٓﺎِﮭﺑ ْاُﻮﻟُۡﺪﺗَوٱ ِمﺎ ﱠﻜُﺤۡﻟ َﻓ ْاُﻮﻠُﻛَۡﺄِﺘﻟ ۡﻦ ﱢﻣ ﺎٗﻘﯾِﺮ
 ِل َٰﻮَۡﻣأٱ ِسﺎﱠﻨﻟ ِﺑﭑ ِﻢۡﺛ ِۡﻹ َنﻮَُﻤﻠَۡﻌﺗ ُۡﻢﺘَﻧأَو١٨٨
Terjemah:
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu
mengetahui.”40
38 Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan
Tinggi (Jakarta: Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 2011). h. 23-24
39 Marzuki Wahid & Hifdzil Alim. Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi
(Jakarta:Lakpesdam PBNU, 2016). h. 87
40 Kementrian Agama RI. Al-Qur’an Tajwid & Terjemahnya Dilengkapi Dengan Asbabun
Nuzul dan Hadist Sahih (Bandung: Syamil Quran, 2010). h. 29.
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Ayat diatas jelas jelas melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan
cara-cara yang tidak benar. Dan "larangan" dalam pengertian aslinya bermakna
"haram", Dan ke"haram"an ini menjadi lebih jelas, ketika Allah SWT menggunakan
lafadh “  ِبٱ ِﻢۡﺛ ِۡﻹ ” yang artinya "dosa". Dari sini, jelas mengambil harta yang bukan
miliknya termasuk diantaranya korupsi adalah haram hukumnya, sama haramnya
dengan pekerjaan berzina, membunuh dan semacamnya.
Larangan untuk melakukan perbuatan korupsi terdapat dalam beberapa ayat Al-
Qur’an dan Hadits. Walaupun secara tertulis tidak terdapat langsung mengenai arti kata
korupsi, namun secara analogi ayat-ayat tersebut melukiskan tentang beberapa definisi
korupsi sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
Islam memandang korupsi sebagai perbuatan yang dapat merugikan
masyarakat, mengganggu kepentingan publik, dan menimbulkan teror terhadap
kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Hukum Islam memberikan sanksi yang tegas
terhadap perilaku korupsi seperti hukuman terhadap jiwa, hukuman terhadap badan,
hukuman terhadap harta benda, dan hukuman terhadap kemerdekaan seseorang.
D. Tinjauan Umum Jaksa/Penuntut Umum dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Selatan
1. Pengertian Jaksa
Pada pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi
wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan
pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta
wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai
lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang
37
penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan
secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan
lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut berperan dalam
menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi
manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Di dalam pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan
bahwa:
a. Jaksa adalah pejabat yang diberi Undang-undang ini untuk bertindak sebagai
penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini
untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.41
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak
berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan
serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam
masyarakat.
2. Tugas dan Wewenang Jaksa/Penuntut Umum
Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara
jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir
yang seluruhna harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan
mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka
disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutannya
41 Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h. 34
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yang dilakukan oleh Jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-
benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.42
Ada beberapa bidang tugas dan wewenang Kejaksaan yang diatur menurut
Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2004 (Pasal 30) yaitu sebagai berikut :
1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
a. Melakukan penuntutan,
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap,
c. Melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana
pengawasan dan keputusan lepas bersyarat,
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang–undang,
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2) Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat
bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara
atau pemerintah.
3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut
menyelenggarakan kegiatan :
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat,
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum,
c. Pengawasan peredaran barang cetakan,
42 Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h. 34
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d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat
dan negara,
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama,
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal
Adapun dalam rangka persiapan tindakan penuntutan atau kerap dikenal dengan
tahap Pra Penuntutan, dapat diperinci mengenai tugas dan wewenang dari Jaksa
Penuntut Umum sebagai berikut antara lain :
a. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, jaksa menerima pemberitahuan dari
penyidik atau penyidik PNS dan penyidik pembantu dalam hal telah dimulai
penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana yang biasa disebut
dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).
b. Berdasarkan pasal 110 ayat (1) KUHAP, penyidik dalam hal telah selesai
melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara pada
penuntut umum. Selanjutnya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 138
ayat (1) KUHAP penuntut umum segera mempelajari dan meneliti berkas perkara
tersebut yakni :
1) Mempelajari adalah apakah tindak pidana yang disangkakan kepada
tersangka telah memenuhi unsur-unsur dan telah memenuhi syarat
pembuktian. Jadi yang diperiksa adalah materi perkaranya.
2) Meneliti adalah apakah semua persyaratan formal telah dipenuhi oleh
penyidik dalam membuat berkas perkara, yang antara lain perihal identitas
tersangka, locus dan tempus tindak pidana serta kelengkapan administrasi
semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik pada saat penyidikan.
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c. Mengadakan Prapenuntutan sesuai pasal 14 huruf b KUHAP dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta ketentuan Pasal 138 ayat
(1) dan (2) KUHAP. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan
kurang lengkap (P-18), penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu
kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (P-19). Dalam hal ini penyidik
wajib segera melakukan penyidikan tambahan sebagaimana petunjuk penuntut
umum tersebut sesuai Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP.
d. Bila berkas perkara telah dilengkapi sebagaimana petunjuk, maka menurut
ketentuan  Pasal 139 KUHAP, penuntut umum segera menentukan sikap apakah
suatu berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk
dilimpahkan ke pengadilan (P-21).
e. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku
penuntut umum sesuai Pasal 14 huruf I KUHAP. Menurut Penjelasan pasal
tersebut yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah antara lain meneliti
identitas tersangka, barang bukti dengan melihat secara tegas batas wewenang dan
fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.
f. Berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, penuntut umum berpendapat bahwa dari
hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntutan umum
secepatnya membuat surat dakwaan untuk segera melimpahkan perkara tersebut
ke pengadilan untuk diadili.
g. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, penuntut umum menerima
penyerahan tanggung jawab atas berkas perkara, tersangka serta barang bukti.
Bahwa proses serah terima tanggung jawab tersangka disini sering disebut Tahap
2, dimana di dalamnya penuntut umum melakukan pemeriksaan terhadap
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tersangka baik identitas maupun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka,
dapat melakukan penahanan/penahanan lanjutan terhadap tesangka sebagaimana
Pasal 20 ayat (2) KUHAP dan dapat pula melakukan penangguhan penahanan serta
dapat mencabutnya kembali.
3. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan merupakan instansi pelaksana putusan /
penetapan Hakim dalam lingkup Pidana. Selain berperan dalam perkara pidana,
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga memiliki peran lain yakni dalam Hukum
Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam Perkara
Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara.
Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan meliputi kegiatan :
(1) Di bidang pidana :
a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undangundang;
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
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Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat
bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau
pemerintah.
(2) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut
menyelenggarakan kegiatan :
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan
negara;
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
Sesuai Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/03/2014 tanggal 20
Maret 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-
009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mempunyai
tugas :
a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam
melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia serta
melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan Kejaksaan
tinggi sulawesi selatan.
b. Membina aparatur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar berdaya guna dan
berhasil guna;
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c. Mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan
baik preventif maupun represif dan tindakan hukum lain;
d. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan,
penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain;
e. Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait
meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial
lain;
f. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam
suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluar meninggalkan wilayah
kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat
mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta
pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban
masyarakat dan Negara;
g. Melakukan tindakan hukum dibidang perdata dan tata usaha Negara, mewakili
pemerintah dan Negara didalam dan diluar pengadilan sebagai usaha
menyelamatkan kekayaan Negara;
h. Membina dan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi
lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama
yang menyangkut tanggung jawabnya;
i. Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-
tugas lain.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut,
pengorganisasian Kejaksaan Republik Indonesia didasarkan atas Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja
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Kejaksaan R.I. yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaksa
Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
*Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Setalan
Tahun 2016
Tabel 1.1 Tenaga Kerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
*Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
Tahun 2016
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VISI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN:
Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan yang akan mengarahkan kita untuk
menuju pada kondisi yang akan dicapai dimasa depan. Visi akan diwujudkan oleh
seluruh pemangku kepentingan baik diinternal Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
maupun pemangku kepentingan di luar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Visi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah : “MEWUJUDKAN
PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM HANDAL, BERHATI NURANI DAN
BERMARTABAT.”
Dari visi ditetapkan tersebut, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai
lembaga penegak hukum yang mempunyai tugas sebagai penyidik pada tindakan
pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas
bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara, serta turut membina ketertiban dan
keamanan umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum dan pengawasan aliran
kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.
Pelayanan dan Penegakan hukum yang handal diartikan sebagai upaya
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
luas maupun lembaga dengan memastikan bahwa suatu pelaksanaan aturan hukum
berjalan profesional, transparan dan akuntabel dengan dukungan pemanfaatan
Teknologi Informatika.
Berhati Nurani dan Bermartabat, diartikan bahwa aparatur Kejaksaan Tinggi
Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan dan penegakan hukum dengan tidak
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ada sama ekali motivasi untuk berbuat korupsi, kolusi dan nepotisme dalam
melaksanakan tugas kesehari-hariannya serta berlandaskan nilai-nilai keadilan yang
tumbuh  dan  berkembang di masyarakat.
MISI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN:
Misi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan merupakan penjabaran dari cita-cita
dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategik
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019. Dengan pernyataan misi
diharapkan seluruh entitas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan para pemangku
kepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran, program/sasaran kerja serta hasil
yang akan diperoleh/dicapai oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Dalam rangka tercapainya visi tersebut, maka Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Selatan menetapkan misi tahun 2015-2019 adalah sebagi berikut :
1. MEMBENTUK / MENCIPTAKAN INSAN ADHYAKSA YANG
PROFESIONAL, PROPORSIONAL, BERITEGRITAS, BERBASIS KINERJA,
BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI NEPOTISME (KKN) DAN PELAYANAN
PRIMA TERHADAP MASYARAKAT.
2. MELAKUKAN PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI, TATA
LAKSANA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA YANG AKUNTABEL
DAN TRANSPARAN.
3. MENGEMBANGKAN MEKANISME KONTROL DAN MEMILIKI MINDSET,




Tujuan dari penetapan visi dan misi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah
untuk menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, dalam
implementasinya tujuan akan mengarahkan pada perumusan sasaran kebijakan,
program dan kegiatan yang akan dilaksakan dalam rangka merealisasikan misi.
Tujuan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada periode RENSTRA 2015-2019
adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian
hukum, keadilan dan kemanfaatan yang terasa manfaatnya bagi masyarakat dan
pencari keadilan;
2. Meningkatkan kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan
atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
3. Meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kejaksaan RI
melalui proses penyelesaian perkara pidana dan penyelamatan serta pemulihan
kerugian keuangan negara melalui proses penyelesaian perkara perdata;
4. Terwujudnya  profesionalitas,  kapabilitas  serta  akuntabilitas  untuk
mewujudkan
5. good govermance dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik;
6. Terwujudnya citra Kejaksaan RI yang baik berdasarkan penilaian dari para
pemangku kepentingan;
7. Terwujudnya kesadaran hukum masyarakat untuk tidak melakukan tindak
pidana, taat atas segala ketentuan yang berlaku serta terlibat aktif dalam
pencegahan terjadinya tindak pidana.43
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Pra penuntutan adalah proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 jo Pasal
138 KUHAP. Pasal 110 KUHAP menyatakan bahwa dalam hal peyidik telah selesai
melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada
penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan
tersebut tenyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas
perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Dalam hal penuntut
umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera
melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat beas hari penuntut umum
tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut
berakhir, telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
Sedangkan, Pasal 138 KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum setelah
menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dalam
waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik, apakah hasil penyidikan itu
sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap,
penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk
tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari
sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas
perkara itu kepada penuntut umum.
Dalam praktik, sering terjadi perbedaan pendapat antara penyidik (Polisi) dan
penuntut (Jaksa), dimana menurut penyidik berkas telah lengkap namun JPU (Jaksa
Penuntut Umum) berpendapat lain, sehingga sering terjadi bolak balik berkas perkara.
Untuk menjembatani masalah bolak balik berkas perkara ini, dalam beberapa kasus
49
telah dilakukan gelar perkara bersama antara penyidik dan penuntut. Namun demikian,
proses ini tidak selalu terjadi, kadang salah satu pihak enggan melakukan gelar perkara
dengan alasan tidak diatur dalam KUHAP.
Bolak balik berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum juga terjadi Karena
KUHAP tidak membatasi sampai berapa kali bolak balik berkas perkara diperbolehkan,
dana pa konsekuensinya bila telah mencapai Batasan tersebut.
Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No. 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan RI, sebenarnya penuntut memiliki tugas dan wewenang untuk melengkapi
berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum
dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan
penyidik. Menurut penjelasan ketentuan ini, untuk melengkapi berkas perkara,
pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
(a) Tidak dilakukan terhadap tersangka;
(b) Hanya dilakukan terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau
dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan
keselamatan Negara;
(c) Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah
dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Prinsip koordinasi dan kerjasama
dengan penyidik.
Dalam praktik pemberantasan tindak pidana korupsi ketentuan ini tidak
menjawab persoalan Karena masih dalam kerangka Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2)
KUHAP yang menimbulkan permasalahan bolak-balik berkas perkara. Karena itu,
seharusnya ada Batasan tentang berapa kali diperbolehkan terjadinya bolak-balik
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berkas perkara khusus dalam kasus tindak pidana korupsi. Bila telah mencapai Batasan
tersebut dan penuntut belum menganggap berkas perkara belum lengkap, maka
penuntut dapat melakukan penyidikan lanjutan atau penyidikan tambahan. Namun
demikian, harus pula ada Batasan waktu yang diberikan kepada penyidik dalam
melakukan penyidikan lanjutan atau tambahan, agar tidak justru menimbulkan modus
penyimpangan baru di tigkat penuntutan.
Hal ini juga dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi penuntutan yang
dilaksanakan oleh penuntut, Karena penuntut-lah yang akan mempertanggung
jawabkan di depan sidang pengadilan dan yang akan sangat menentukan putusan
hakim.44




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitisan ini adalah penelitian field
research kualitatif. field research kualitatif yaitu jenis penelitian yang di lakukan
lansung turun kelapangan untuk mendapatkan data yang menguatkan penelitian. Hasil
penelitian akan diolah secara kualitatif.
Penelitian ini akan dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pemilihan
tempat ini dengan mempertimbangkan hasil pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis
yang melihat bahwa lokasi penelitian ini sangat cocok dan dapat membantu penulis
untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat.
B. Pendekatan Penelitian
Menurut, Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa metode pada hakikatnya
memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuan mempelajari, menganalilasa
dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.1
Penelitian merupakan suatu kegitan ilmiah yang didasarkan pada metode
sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari atau beberapa
gejala hukum tertentu dengan menganalisanya. Dalam melakukan penelitian hukum
seyogyanya selalu mengingatkan dengan cara yang mungkin dapat diberikan kepada
hukum.2
1 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1984) h. 47
2 Dimyati kudzaifah & Wardiono kelik. Metode Penelitian Hukum (Surakarta: Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2004) h. 3
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Jenis pendekatan yang digunakan adalah normatif empiris yaitu metode
penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara
pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.
Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum
normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang
terjadi dalam suatu masyarakat.
C. Sumber Data
Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan sekunder.
a. Data primer
Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di
lapangan yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sul-Sel dengan cara-cara seperti
interview yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan
wawancara  pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas
mengenai peran Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Pra Penuntutan.
b. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian
kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau
data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan
primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder
dikumpulkan melalui Library research dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan
perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi
ini. Metode ini menggunakan dua kutipan sebagai berikut:
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1) Kutipan Langsung
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung
sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya.
2) Kutipan Tidak Langsung
Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan ke dalam
susunan redaksi yang baru, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya, mengutip
pendapat orang lain dengan cara meringkasnya tetapi inti dari pendapat tersebut tetap
sama.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Wawancara
Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan bertatapan langsung dengan responden, sama seperti penggunaan
daftar pertanyaan.3 Oleh karena itu peneliti menggunakan metode ini karena dianggap
lebih efektif dalam memperoleh data.
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya
yang momental yang bersangkutan dengan penelitian ini.
3 Moehar Daniel. Metode Penelitian Sosial Ekonomi (Jakarta: PT.Bumi Askara, 2002), h. 143
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c. Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-
gejala yang diteliti.4 Penggunaan metode observasi dalam penelitian di atas
mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan
secara langsung dengan mengamati objek. Penulis menggunakan teknik ini untuk
mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. alat pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi
ini penulis akan menggunakannya dengan maksud untuk mendapatkan data yang
efektif mengenai kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum untuk melakukan pra
penuntutan dalam rangka proses penuntutan tindak pidana korupsi.
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengelolahan Data
Pengelolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-
data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode
pengolahan data dalam penelitian ini adalah:
1) Editing data
Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam
menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan
memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-raguan atas data yang
diperoleh dari hasil wawancara.




Coding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan
penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada
permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.
b. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah
yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis
data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang
dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Faktor-faktor yang menghambat Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Pra
Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
Pada dasarnya Lembaga Kejaksaan berperan melakukan tindakan-tindakan
preventif yang ditujukan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah terjadinya
tindak pidana yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.
Dalam perspektif sistem peradilan pidana, peranan Lembaga Kejaksaan sangat jelas
adalah sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.
Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat kecil adalah
tindak pidana korupsi. Dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi, Lembaga
Kejaksaan sebagai alat negara berperan untuk menegakkan hukum. Suatu Tindak
Pidana harus diselesaikan melalui proses-proses yang telah ada guna memperoleh
putusan yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tahapan-tahapan itu
adalah melalui proses penyidikan dan penuntutan terlebih dahulu dimana antara tahap
penyidikan dan penuntutan terdapat tahap pra penuntutan.
Dalam proses Prapenuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak selamanya kasus
Tindak pidana korupsi berjalan dengan lancar, selalu ada faktor penghambat / kendala
dalam melakukan prapenuntutan, selanjutnya penulis akan membahas faktor
penghambat dalam proses prapenuntutan tindak pidana korupsi.
Penulis dalam hal ini melakukan wawancara terhadap 5 orang narasumber,
narasumber pertama yaitu Bapak Sandi S.H., M.H kelahiran bandung 24 Juni 1980
menjabat sebagai Kasi Penuntutan dan telah bekerja selama 13 tahun. Narasumber
kedua yaitu Bapak Andi Muh. Suryaddin S.H., M.H kelahiran Makassar 11 Mei 1982
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menjabat sebagai Jaksa Fungsional dan telah bekerja selama 15 tahun, narasumber
ketiga yaitu Bapak Rachmat S.H kelahiran Ujung pandang telah bekerja selama 19
tahun dan menjabat sebagai SATGASUS TIPIKOR KEJATI SulSel. Narasumber
keempat yaitu Bapak Andi Akbar Subari S.H., M.H kelahiran Ujung Pandang 16 April
1987 menjabat sebagai anggota SATGAS P3TPK KEJATI SulSel dan telah bekerja
selama 7 tahun, narasumber kelima yaitu Bapak Abd. Rasyid S.H., M.h kelahiran Mare
2 oktober 1971 menjabat sebagai Jaksa Fungsional dan telah bekerja selama 20 Tahun.
Adapun hasil dari wawancara kelima narasumber tersebut terdapat di dalam
pembahasan selanjutnya.
1. Kendala yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam Melakukan
Prapenuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Selatan
Berdasarkan dari hasil penelitian berupa hambatan yang dihadapi Jaksa
Penuntut Umum dalam melakukan Prapenuntutan terhadap tindak pidana korupsi di
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terbagi menjadi dua macam faktor kendala, yaitu
kendala internal dan kendala eksternal.
a. Kendala Internal
Kendala internal yaitu kendala yang terdapat dalam lingkup instansi Kejaksaan
Tinggi Sulawesi Selatan yang merupakan faktor penghambat dalam melakukan
Prapenuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Adapun faktor penghambat yang
dimaksud yaitu:
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1) Kurangnya anggaran untuk keterangan ahli
Esensi keterangan ahli atau “verklaringen van een deskundige” atau “expect
testimony” adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian
khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna
kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Konkretnya, keterangan ahli
sebagai gradasi kedua alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) adalah
apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP).1 Akan
tetapi, menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi ini
juga sudah dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum
yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di
waktu ia menerima jabatan dan pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu
pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pada pemeriksaan di sidang, diminta
untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk berita acara pemeriksaan.2
Keterangan ahli terutama dibutuhkan untuk memberi penjelasan terkait
physical evidence atau real evidence. Demikian pada keterangan ahli dibutuhkan untuk
menerangkan hal-hal di luar pengetahuan hukum. Akan tetapi, dapat saja keterangan
ahli juga menyangkut masalah hukum terkait dengan dasar hukum atau alasan yang
menjadi pokok perkara termasuk pula didalamnya adalah analisis atau pengertian
elemen-elemen suatu tindak pidana yang didakwakan.3
1 Andi Sofyan & Abd Aziz. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Jakarta: Prenedamedia
Group, 2014), h. 245
2 Lilik mulyadi. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Bandung: PT. ALUMNI, 2011). h.
232-233
3 Eddy O.S Hiariej. Teori & Hukum Pembuktian (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012) h. 107
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Dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
117/PMK.02/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor
65/PMK.02/2015 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2016 terdapat jumlah
anggaran untuk keterangan ahli/saksi ahli berupa honorarium pemberi keterangan
ahli/saksi ahli sebagai berikut:
No. Uraian Satuan Biaya TA 2016
1. Honorarium pemberi Keterangan
Ahli/Saksi Ahli
Orang/kali Rp. 1.800.000
Kejaksaan Tinggi kadang menemukan tantangan jika menangani banyak
perkara korupsi. Dari hasil wawancara yang telah diolah oleh penulis dengan Bapak
Suryaddin sebagai Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengatakan
bahwa Alokasi biaya penanganan perkara korupsi hanya dua perkara untuk kejaksaan
tinggi. Jadi, jika kejaksaan tinggi menangani kasus korupsi yang melebihi dua perkara
maka biaya yang dibutuhkan pasti kurang. Biaya penanganan perkara yang
membutuhkan keterangan ahli seringkali kurang. Jika Kejaksaan meminta keterangan
ahli, biaya yang dibutuhkan lebih besar. Masalahnya, penyidik ingin menguatkan
penyidikan dengan mengundang ahli yang lebih paham masalah.  Penyidik dihadapkan
pada fakta, tersangka dan kuasa hukum sering menghadirkan ahli-ahli untuk
mementahkan argumen penyidik. Penyidik pun akhirnya mengundang ahli untuk
memperkuat alat bukti. Pasal 229 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
menyatakan bahwa saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka
memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian
*Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.02/2016 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015
Tabel 1.2 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli
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biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalahnya, tidak ada
keterangan lanjutan mengenai Pasal 229 ini. Namun selama ini, penggantian biaya
sebagaimana bunyi pasal 229 ini banyak ditafsirkan sebagai penggantian biaya
transport dan akomodasi. 4
Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam
menghadirkan saksi ahli untuk memperkuat alat bukti masih dinilai sangat sulit,
pasalnya untuk menyewa seorang ahli membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Memang
benar di dalam KUHAP sudah diatur masalah penggantian biaya untuk keterangan ahli
tetapi tidak dijelaskan secara rinci tentang biaya apa yang dimaksud meskipun sekarang
banyak yang menafsirkan pergantian biaya itu adalah biaya transportasi dan
akomodasi.
2) Perbedaan pendapat di antara para penyidik
Saat ini, ada 3 (tiga) lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak
pidana korupsi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang dimaksud
dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai
negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan.5
4 Andi Muh. Suryaddin (35 Tahun), Jaksa Fungsional, Wawancara, Makassar, 22 Mei 2017
5 Ikhwan Fahrojih. Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi. Malang: Setara Press (2016). h. 9
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Dalam penanganan perkara korupsi terdapat perbedaan yang besar dalam surat
dakwaan apabila penyidikan dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Apabila
penyidikan dilakukan oleh kepolisian maka dakwaan yang dikenakan bisa lebih dari
satu, misalnya pemalsuan surat, penggelapan, money laundering, tindak pidana
perbankan, dan tindak pidana korupsi. Dengan demikian dakwaan yang dikenakan
dapat berlapis, sehingga apabila dakwaan korupsi tidak terbukti, maka bisa terjerat
dakwaan lain. Sedangkan apabila penyidikan dilakukan oleh kejaksaan, maka dakwaan
yang dapat dikenakan hanya tindak pidana korupsi, Karena kejaksaan tidak berwenang
melakukan penyidikan selain tindak pidana korupsi.6
Bapak Rachmat mengatakan bahwa terkadang perbedaan pendapat terjadi
ketika kedua penyidik mempunyai dasar ilmu pengetahuan yang berbeda sehingga
tidak bisa dipungkiri perbedaan pendapat di antara para penyidik akan terjadi. Hal
inilah yang biasanya akan memperlambat proses Pra Penuntutan.7
Menurut penulis seharusnya perbedaan pendapat dalam proses pra penuntutan
tidak boleh terjadi apalagi jika mempunyai tujuan yang sama. Jika perbedaan pendapat
terjadi diantara kedua penyidik, maka penyatuan pendapat sangat dibutuhkan untuk
mencapai kesepakatan di antara kedua pihak.
3) Komunikasi antara penyidik dan penuntut umum yang tidak sinkron
Terjadi proses bolak-balik berkas perkara antara penyidik dengan Jaksa
Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai. Menurut Bapak Sandi hal ini dikarenakan
6 Ikhwan Fahrojih. Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi. Malang: Setara Press (2016). h. 59
7 Rachmat, SATGASUS Tipikor Kejati SulSel, Wawancara, Makassar, 22 Mei 2017
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adanya proses komunikasi yang kurang diantara keduanya, sehingga setiap kali Jaksa
Penuntut Umum memberikan petunjuk guna melengkapi berkas perkara, penyidik
selalu tidak dapat melaksanakan petunjuk tersebut dengan baik. Begitu pula sebaliknya
apabila penyidik sudah berusaha untuk melengkapi berkas perkara tadi sesuai dengan
petunjuk yang telah diberikan, namun Jaksa Penuntut Umum selalu merasa bahwa
berkas perkara tersebut masih kurang lengkap.8
4) Penyidik tidak bisa menafsirkan arti petunjuk dari penuntut umum
Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, maka berkas perkara
pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik diserahkan kepada Penuntut Umum untuk
diteliti. Pada tahap penelitian berkas perkara ini maka penuntut umum/ peneliti setelah
menerima penyerahan berkas perkara pemeriksaan dari penyidik, kemudian
mempelajari dan melakukan penelitian secara seksama mengenai kelengkapan berkas
perkara.
Proses penelitian dan pemberitahuan lengkap atau tidaknya berkas perkara oleh
penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan membutuhkan waktu tujuh hari.
Bahkan jika terdapat kekurangan, pengembalian berkas perkara beserta petunjuk juga
dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan itu. Dengan demikian pengembalian
berkas perkara beserta pemberian petunjuk dilakukan juga selama tujuh hari dan tidak
sampai menghabiskan waktu empat belas hari.
Bapak Sandi berpendapat bahwa yang sering menjadi kendala adalah pada saat
berkas dinilai belum lengkap oleh penuntut umum yang dimana kemudian penuntut
8 Sandi (37 Tahun), Kasi Penuntutan, Wawancara, Makassar, 22 Mei 2017
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umum memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara ke penyidik, tapi
terkadang penyidik tidak mempu menafsirkan arti petunjuk dari penuntut umum.
Sehingga berkas perkara yang diberikan kadang terlambat atau bahkan tidak kembali
lagi.9
5) Bolak-balik berkas perkara
Pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan
penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik,
mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima
dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidik untuk dapat
menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ketahap
penuntutan. Pra penuntutan tidak diatur tersendiri dalam satu bab KUHAP, namun
menyangkut beberapa proses sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 110 ayat (2)
KUHAP juncto pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP.
Berdasarkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2016, terdapat grafik kegiatan Pra Penuntutan Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan pada
tahun 2016, yaitu sebagai berikut:
9 Sandi (37 Tahun), Kasi Penuntutan, Wawancara, Makassar, 22 Mei 2017
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Melihat grafik di atas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Menargetkan
sebanyak 15 perkara dengan realisasi penanganan perkara mencapai 14 perkara,
sehingga pencapaian targetnya yaitu sebesar 93,3 persen.
Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum
lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik
disertai petunjuk paling lama empat belas hari terhitung berkas perkara diterima
penuntut umum.
Mengenai berkas perkara hasil penyidikan dianggap lengkap atau belum
lengkap, sering terjadi beda pendapat antara penyidik dan penuntut umum terutama
antara polisi dan jaksa, hal itulah yang menyebabkan terjadinya bolak-balik berkas
perkara, apalagi tentang kelengkapan tersebut tidak ada yang berwenang (termasuk
*Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
Tahun 2016
Grafik 1.1 Kegiatan Pra Penuntutan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
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pengadilan) untuk memutus apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak lengkap
sehingga sering terjadi sengketa dalam hal ini.10
Sebenarnya, pasal 30 ayat (1) huruf E UU No. 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan diatur bahwa untuk melengkapi berkas perkara tertentu, JPU dapat
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam RUU KUHAP, juga diatur
tentang penyidikan tambahan bagi JPU bila berkas perkara menurut JPU belum
lengkap.
Bila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan
penuntutan, maka secepatnya JPU membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara
ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut,
disertai dengan surat dakwaan. Meskipun KUHAP menyatakan secepatnya JPU
membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri, namun
KUHAP tidak mengatur batas waktu sampai berapa lama dakwaan harus dilimpahkan
ke pengadilan negeri, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi seringkali
memunculkan potensi penguluran waktu.
Sedangkan menurut Bapak Suryaddin selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan
Tinggi Sulsel mengatakan bahwa banyaknya berkas bolak-balik juga disebabkan oleh
Ketidakmauan penyidik untuk mengikuti petunjuk dari penuntut umum dikarenakan
10 Ikhwan Fahrojih. Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi. Malang: Setara Press (2016). h. 57
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adanya anggapan penyidik bahwa dengan mengikuti petunjuk, maka akan
memposisikan penyidik seolah-olah berada di bawah penuntut umum.11
Penulis memandang kelemahan dari prapenuntutan ini, disebabkan pula
kekeliruan dalam memahami Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP, sehingga seolah
penyidik dan penuntut umum berada diruang yang berbeda, lalu dihubungkan dengan
mekanisme prapenuntutan. Hal itu yang menyebabkan timbulnya permasalahan
mondar-mandirnya berkas perkara atau tidak selesainya suatu berkas perkara pada
tahapan prapenuntutan. Apabila kerangka miskonsepsi ini yang dipertahankan, maka
11 Andi Muh. Suryaddin (35 Tahun), Jaksa Fungsional, Wawancara, Makassar, 22 Mei 2017
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menimbulkan tidak efeketifnya sistem peradilan pidana. Mudahnya akan digambarkan
sebagai berikut:
Penjelasan:
Dari ilustrasi di atas, apabila prapenuntutan ditempatkan sebagai
ending process dari pelaksanaan penyidikan, ternyata tidak akan
menyelesaikan akan permasalahan keterpaduan antara penyidik dan
penuntut umum. Hal ini dikarenakan penyidik dalam melakukan proses
penyidikan menggunakan suatu pendekatan dengan kerangka pelaksana
lapangan. Setelah penyidikan selesai, hasil penyidikan dengan
















Berakibat munculnya berkas bolak-balik
atau menggantung Karena ketidaksesuaian
pendekatan antara proses penyidikan
dengan petunjuk dari penuntut umum
Gambar 1.1 Konsepsi Prapenuntutan saat ini
*Sumber: LBH Jakarta. Penelitian Pelaksaanaan Mekanisme Prapenuntutan Di Indonesia
Sepanjang Tahun 2012-2014. h. 45
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pendekatan yang digunakan oleh penyidik, kemudian seolah-olah
“diuji” oleh penuntut umum dengan pendekatan seorang yuris. Maka
sudah pasti, banyak perkara yang tidak akan sesuai/sinkron, sebab
antara sudut pandang penyidik dengan sudut pandang penuntut umum
menggunakan kacamata yang berbeda. Kemudian atas ketidaksesuaian
hasil penyidikan, maka penuntut umum meminta penyidik untuk
melengkapi penyidikan dengan sudut pandang penuntut umum.
Selanjutnya, inilah permasalahan muncul, ternyata petunjuk yang
diberikan penuntut umum akan banyak merombak hasil dari penyidikan,
sedangkan waktu yang diberikan menurut Pasal 138 KUHAP hanyalah
14 hari. Bagaimana mungkin penyidik dapat melengkapi sesuai
keinginan penuntut umum dan tiba-tiba merubah hasil penyidikan
dengan pendekatan layaknya penuntut umum, yang di mana penyidikan
telah disusun sekian lama dengan model pendekatan penyidik. Otomatis
dengan ketidakterpadunya ini menimbulkan banyaknya perkara yang
akhirnya sulit dilengkapi oleh penyidik dan akhirnya yang dirugikan
adalah tersangka/korban. Menurut penulis kejadian ini disebabkan
kesalahan memahami hubungan penyidik dan penuntut umum yang
seolah-olah saling menegasikan bukan untuk saling melengkapi.
b. Kendala Eksternal
Kendala eksternal yaitu kendala yang terdapat di luar instansi Kejaksaan Tinggi
Sulawesi Selatan yang merupakan faktor penghambat dalam melakukan Pra
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Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Adapun faktor penghambat yang dimaksud
yaitu:
1) Biaya yang tidak cukup untuk mendatangkan saksi
Secara umum definisi saksi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHAP) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No 8 Tahun
1981 dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang
yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan
peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia
alami sendiri.12
Terdapat kendala dalam mendatangkan saksi seperti yang dikatakan Bapak
Sandi selaku Kasi Penuntutan Tindak Pidana Khusus bahwa mendatangkan saksi untuk
penanganan tindak pidana korupsi tidak mudah apalagi jika saksinya berasal dari luar
ibukota provinsi, pasalnya untuk penanganan tindak pidana korupsi hanya ada di
ibukota provinsi khususnya di makassar. Biaya yang minim juga akan menjadi
tantangan untuk mendatangkan saksi jika tinggal di daerah kepulauan apalagi jika saksi
yang mau didatangkan cukup banyak, mengetahui bahwa Jaksa Penuntut Umum
menangani kasus yang cukup besar. Jika biaya tidak cukup maka mau tidak mau jaksa
Penuntut umum mengeluarkan biaya pribadi untuk pengganti biaya tranportasi dan
akomodasi saksi.13
12 Eddy O.S Hiariej. Teori & Hukum Pembuktian (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012). h. 57
13 Sandi (37 Tahun), Kasi Penuntutan, Wawancara, Makassar, 22 Mei 2017
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Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam
mendatangkan saksi tidak mudah apalagi yang berada jauh dari kota Makassar.
Domisili seseorang sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya saksi saat
didatangkan, tidak jarang Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan dana pribadi untuk
biaya transportasi dan akomodasi saksi.
2) Saksi tidak datang untuk memberikan keterangan
Bapak Sandi berpendapat bahwa saksi yang dipanggil oleh penyidik pada tahap
penyidikan wajib memenuhi panggilan. Kehadiran saksi-saksi ini sangat dibutuhkan
oleh penyidik untuk memperjelas berkas perkara yang akan dilimpahkan. Semua pihak
yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi juga perlu dipanggil dan diperiksa.
Tapi, biasanya ada beberapa saksi yang tidak datang karena beberapa alasan.14
3) Saksi yang tidak konsisten dalam memberikan keterangan
Menurut Andi Muh. Suryaddin Saksi yang terkadang diperiksa oleh penyidik
memberikan keterangan yang tidak jelas. Biasanya saksi pada saat penyidikan
memberikan keterangan A tapi pada saat dipersidangan saksi malah memberikan
keterangan B, dalam hal ini jaksa terkadang bingung dalam menarik keterangan.15
4) Aturan yang tidak mengikuti perkembangan atau tidak efektif
Banyaknya berkas perkara yang menggantung pada tahapan prapenuntutan,
menurut penulis juga disebabkan ketidakjelasan pada pengaturan prapenuntutan yang
14 Sandi (37 Tahun), Kasi Penuntutan, Wawancara, Makassar, 22 Mei 2017
15 Andi Muh. Suryaddin (35 Tahun), Jaksa Fungsional, Wawancara, Makassar, 22 Mei 2017
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ada di KUHAP. Salah satu dari ketidak jelasan pengaturan prapenuntutan yang ada
dalam KUHAP adalah tidak ada pengaturan batasan bolak-baliknya perkara antara
penyidik dan penuntut umum.
Ketidakjelasan pengaturan ini menurut bapak Sandi berdampak pada berlarut-
larutnya proses penyidikan dan tentunya berpotensi melanggar hak tersangka untuk
segera diadili sesuai dengan prinsip peradilan cepat (constante justitie; speedy trial)
yang dianut oleh KUHAP. Prinsip peradilan cepat ini merupakan bagian dari
perlindungan Hak Asasi Manusia akan kepastian hukum bagi tersangka maupun
korban. Tersangka seharusnya mendapatkan suatu kepastian kapan perkaranya akan
segera disidangkan (undue delay), begitu pula dengan korban yang membutuhkan suatu
kepastian akan kejelasan tindak pidana yang dialaminya. Kekosongan norma inilah
yang secara yuridis formal menimbulkan banyaknya berkas perkara yang menggantung
di tahap prapenuntutan. 16
Pada  Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia, juga pada kenyataannya masih terdapat banyak
hambatan dalam melakukan pemeriksaan tambahan meskipun dalam penjelasan telah
dijelaskan bahwa antara lain sebagai berikut :
1. Tidak dilakukan terhadap tersangka.
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan atau dapat
meresahkan masyarakat dan atau dapat membahayakan keselamatan
negara.
3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilakukan
ketentuan Pasal 110 dan pasal 138 ayat (2) KUHAP.
16 Andi Muh. Suryaddin (35 Tahun), Jaksa Fungsional, Wawancara, Makassar, 22 Mei 2017
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4. Prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.
2. Upaya yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Mengatasi Kendala dalam
Proses Prapenuntutan
Menyikapi hal tersebut diatas maka diperlukan upaya-upaya peningkatan
kemampuan yang diwujudkan secara nyata melalui pengembangan dan pembinaan
kemampuan personil, pengembangan sistem, serta penambahan materiil dan dukungan
anggaran.
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka guna mendukung
terlaksananya peningkatan Prapenuntutan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,
diperlukan adanya suatu pedoman berupa kebijakan dan strategi serta upaya-upaya
yang dapat ditempuh. Dibawah ini adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh Jaksa
Penuntut umum menurut Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi SulSel yaitu:
1) Melakukan koordinasi terlebih dahulu antara penyidik dan penuntut umum
sebelum dimulainya Prapenuntutan.
2) Menjaga komunikasi antara penyidik dan penuntut umum.
3) Memberikan penjelasan secara rinci kepada penyidik agar mudah
dimengerti.
4) Membuat forum diskusi antara penyidik dan penuntut umum untuk
membahas permasalahan yang ada.
5) Pengoptimalan tugas penyidik dan mendorong motivasi serta disiplin dalam
penanganan penyelidikan tindak pidana korupsi.
6) Upaya meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan pengajuan
anggaran.17
17 Sandi (37 Tahun), Kasi Penuntutan, Wawancara, Makassar, 22 Mei 2017
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Dalam melakukan Prapenuntutan agar tidak terjadi perbedaan pendapat di
antara penyidik dan penuntut umum terdapat konsep ideal yang mesti dilakukan dalam
Pra penuntutan seperti di gambarkan di bawah ini.
Penjelasan:
Dalam kerangka yang ideal, penuntut umum bekerja sama dengan
penyidik sejak dimulainya suatu penyidikan. Sehingga perbedaan
Prapenuntutan melingkupi semua proses dari awal penyidikan
Hasil penyidikan adalah
kolaborasi dari (Metode
Penyidik + arahan penuntut
umum sebagai yuris)
Meminimalisir  akan ada bolak-
balik berkas perkara maupun
perkara menggantung, Karena
penyidik dan penuntut sedari awal
telah melakukan penyatuan akan








Gambar 1.2 Konsepsi Prapenuntutan Idealnya
*Sumber: LBH Jakarta. Penelitian Pelaksaanaan Mekanisme Prapenuntutan Di Indonesia
Sepanjang Tahun 2012-2014. h. 45
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pendekatan antara penyidik dengan penuntut sudah terelaborasi sejak
awal penyidikan. Atau dapat dikatakan bahwa hubungan antara penyidik
dan penuntut umum adalah ruang komunikasi, bukan layaknya kotak pos
antara penyidik dan penuntut umum. Apabila ini terjadi maka
pemeriksaan bolak-balik berkas perkara menjadi tidak perlu atau sangat
minim, Karena penyidik dan penuntut umum sudah mempunyai
pandangan dan kebutuhan pembuktian yang selaras. Sehingga pada
pelaksanaan penyidikan, keduanya bisa saling melengkapi, tidak perlu
menunggu sampai dengan akhir dari proses penyidikan yang hanya
dibatasi waktu selama 14 hari. Pelaksanaan hubungan penuntut umum
dengan penyidik yang ideal secara konseptual dapat terlaksana, apabila
antar subsistem tidak terbatasi oleh sekat-sekat subsistem (diferensiasi
fungsional). Kedepannya jika sekat-sekat antar subsistem tidak dimaknai
dengan penjernihan setiap fungsi (penyidikan), maka menjadi
dimungkinkan untuk penuntut umum terlibat sejak awal penyidikan.
Konsepsi ini tidak akan dapat berjalan pada KUHAP saat ini, dikarenakan
KUHAP tidak memperboleh penuntut umum untuk terlibat pada tahap
penyidikan, dan kemungkinan penuntut umum terklibat hanya pada tahap
prapenuntutan, yang merupakan ending process dari penyidikan.
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B. Langkah-langkah yang ditempuh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan
Pra Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
Dalam upaya untuk mencari keadilan dan kebenaran materil terhadap  suatu
perkara pidana maka diperlukan kinerja yang optimal dari para penegak hukum.
Kinerja yang optimal serta adanya koordinasi oleh penyidik dan penuntut umum
dimulai dari proses pemeriksaan pada tingkat pra penuntutan yang sangat diperlukan
dalam mewujudkan keadilan serta kepastian hukum.
Salah satu bentuk penegakan hukum diantaranya yaitu penegakan
hukum pidana yang secara khusus dalam penelitian ini membahas tentang
tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana luar biasa (extra
ordinary crime) sehingga dalam penegakan hukumnya harus dilakukan
dengan cara luar biasa pula. Oleh karena itu “penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus
didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya” sebagaimana
diatur di dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebelum sebuah perkara Tindak Pidana Korupsi dilimpahkan ke
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di dalam penanganan perkara Tindak
Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, maka terlebih dahulu akan
dilakukan tahap penyelidikan, tahap penyidikan, dan tahap penuntutan. Hal
ini tentu saja tidak bisa dipisahkan dari tahapan-tahapan penanganan perkara,
sebagaimana diatur di dalam ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola
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Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Terlebih dahulu
untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan secara lengkap proses penanganan
tindak pidana korupsi.
1. Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi
1.1 Penyelidikan
Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi pertama kali ditangani oleh penyidik
Kejaksaan maupun oleh Penyidik Polri. Dalam tindak pidana khusus jaksa berperan
sebagai penyidik. Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak
pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang
nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi sebagai
berikut :
“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan
penyidikan terhadap tindak pidana tertentu”
Berdasarkan pasal tersebut maka tindak pidana korupsi adalah tindak pidana
khusus dalam arti bahwa tindak pidana korupsi mempunyai ketentuan khusus acara
pidana. Dengan demikian, Lembaga Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan.
Tindak pidana yang memuat ketentuan terhadap tindak pidana tertentu disebut
“tindak pidana khusus”. Tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat “ketentuan khusus acara pidana”
antara lain :
1) Tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda korporasi
yang diketahuinya (Pasal 28).
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2) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah (Pasal
37).
3) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang
pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus
tanpa kehadirannya (Pasal 38).
Pengertian “penyelidikan” dimuat pada Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi:
“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat
atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini”.
Setelah adanya data awal maka diterbitkan “Surat Perintah Penyelidikan” untuk
mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana korupsi yang terjadi, dengan diperolehnya
bukti permulaan yang cukup. Tetapi dengan diterbitkan surat perintah penyelidikan,
banyak orang berprasangka bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Hal demikian
merupakan suatu kekeliruan karena adakalanya tidak diperoleh bukti permulaan yang
cukup.
Jika tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan tersebut
tidak dilanjutkan. Sedang jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka
penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan selanjutnya diterbitkan Surat
Perintah Penyidikan.
1.2 Penyidikan
Penyidikan berasal dari kata dasar “Sidik” yang mempunyai awalan “Pe” dan
akhiran “an”. Kata sidik mempunyai arti penyelidikan jari untuk mengetahui dan
membedakan orang dengan meneliti garis-garis ujung jari.
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Sedangkan pengertian penyidikan dimuat pada Pasal 1 angka 2 KUHAP yang
berbunyi :”Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya”.
Dari hasil wawancara dengan Andi Akbar Subari selaku Satgas P3TPK Kejati
Sulsel berpendapat bahwa Tahap penyidikan sangat penting peranannya dalam
menentukan apakah ada atau tidaknya tindak pidana. Sehingga sebelum diadakannya
penyidikan diadakan penyelidikan, sebagai tindakan yang mendahului penyidikan
terlebih dahulu harus ada dugaan atau pengetahuan tentang terjadinya suatu tindak
pidana, yang mana dugaan tentang terjadinya tindak pidana ini dapat diperoleh dari
beberapa sumber yaitu :




Aparat penyidik yang mengemban tugas dalam Surat Perintah, segera membuat
“Rencana Penyidikan” (Rendik) dengan memahami hasil penyelidikan dan peraturan-
peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidiknya sehingga
akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-
18 Andi Akbar Subari (30 Tahun). Satgas P3TPK Kejati Sul-sel. Wawancara. 22 Mei 2017
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bukti yang mendukung penyimpangan tersebut agar dengan demikian akan dapat
ditentukan modus operandinya.
Selanjutnya Andi Akbar Subari menjelaskan bahwa Penyidik tindak pidana
korupsi akan mulai melakukan penyidikan setelah mendapatkan surat perintah
penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi apabila yang melakukan penyidikan adalah
Jaksa pada Kejaksaan Tinggi. Pelaksanaan penyidikan dalam praktek biasanya
dilakukan oleh beberapa Jaksa. Terdiri dari tiga Jaksa satu orang Jaksa sebagi pimpinan
dan dua orang jaksa sebagai anggota.19
Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan
keterangan-keterangan mengenai :
1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan
3. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
4. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
5. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
Hal yang harus diperhatikan oleh penyidik untuk memulai penyidikan adalah
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum. Apabila penyidikan
tindak pidana korupsi dilakukan oleh Polisi pemberitahuan ini sifatnya wajib, supaya
tidak terjadi adanya dua penyidik yaitu dari Kejaksaan atau dari Polisi dalam tindak
pidana tertentu khususnya korupsi.
19 Andi Akbar Subari (30 Tahun). Satgas P3TPK Kejati Sul-sel. Wawancara. 22 Mei 2017
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Rachmat berpendapat bahwa dalam tindak pidana korupsi dimana yang menjadi
penyidik Jaksa maka pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam praktek tidak
dilakukan, karena Jaksa penyidik nantinya akan sebagai Jaksa penuntut umum
sehingga Jaksa penuntut umum sudah jelas mengetahui dimulainya penyidikan.20
Dalam menjalankan tugasnya Penyidik dalam tindak pidana korupsi baik Jaksa
maupun Polisi mempunyai kewenangan sama yaitu yang diatur dalam pasal 7 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan : “Penyidik
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya
mempunyai wewenang” :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai terdakwa atau saksi
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara
i. Mengadakan penghentian penyidikan
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab21
20 Rachmat. Satgasus Tipikor Kejati Sul-sel. Wawancara. 22 Mei 2017
21 Rahmad Syamsuddin. Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan (Makassar:
Alauddin University Press, 2013). h. 52
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Tidak semua perkara tindak pidana korupsi yang disidik dapat ditingkatkan ke
tahap penuntutan. Jika ada salah satu unsur tidak didukung alat bukti, atau adanya
alasan-alasan pemaaf berdasarkan Yurisprudensi, karena sifat melawan hukum tidak
terbukti, maka perkara tersebut diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan
(SP3). Apabila penyidikan telah selesai dilakukan, dan dari hasil penyidikan itu
diperoleh bukti-bukti mengenai tindak pidana yang terjadi, maka hasil penyidikan
tersebut dituangkan dalam berkas perkara
Andi Akbar Subari Menjelaskan Jika perkara yang disidik didukung dengan alat
bukti yang kuat maka penyidikan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Umumnya sebelum
ditentukan suatu perkara ditingkatkan ke tahap penuntutan atau di SP3-kan, dilakukan
pemaparan. Pada pemaparan tersebut tampak jelas hasil-hasil penyidikan. Sebaiknya
sebelum diekpose, telah disiapkan materi ringkas yang membantu para peserta
pemaparan untuk dengan mudah dapat memahami hasil-hasil penyidikan karena
dengan cara tersebut, dapat dilihat setiap unsur dan semua alat bukti yang ada dan yang
telah dihimpun.22
Penyidikan telah selesai apabila penuntut umum dalam waktu tujuh hari tidak
mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum waktu tersebut penuntut umum telah
memberitahukan kepada penyidik bahwa berkas perkara penyidikan telah lengkap. Bila
penyidikan telah selesai dan berkasnya diterima penuntut umum maka penuntut umum
dengan berdasarkan hasil penyelidikan tersebut menyusun surat dakwaan dan
kemudian melakukan penuntutan.
22 Andi Akbar Subari (30 Tahun). Satgas P3TPK Kejati Sul-sel. Wawancara. 22 Mei 2017
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1.3 Tahap Penuntutan
Setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, dan menurut
penuntut umum berkas tersebut sudah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan, maka
selanjutnya penuntut umum secepat mungkin membuat surat dakwaan. Adapun
pengertian penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat
dilihat dalam pasal 1 butir 7 yang menyebutkan: “Penuntutan adalah tindakan penuntut
umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam
hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya
diperiksa oleh hakim disidang pengadilan.
Di dalam Pasal 13 KUHAP merumuskan bahwa penuntut umum adalah Jaksa
yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan. Adapun wewenang Penuntut
Umum menurut Pasal 14 KUHAP adalah :
1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau
pembantu penyidik.
2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan
memperhatikan Pasal 110 Ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam
rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik.
3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan
lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan
oleh penyidik.
4) Membuat surat dakwaan
5) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu
perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa
maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
7) Melakukan penuntutan.
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8) Menutup perkara demi kepentingan hukum
9) Mengadakan perkara demi kepentingan hukum
10) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai
penuntut umum menurut Undang-Undang
11) Melaksanakan penetapan hakim.23
Sebelum membuat surat dakwaan, Penuntut Umum meneliti berkas perkara dari
Penyidik, bila berkas perkara belum lengkap Penuntut Umum mengembalikan berkas
tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi, disertai dengan petunjuk-petunjuk
Sehubungan dengan kedudukannya sebagai penuntut umum dalam perkara
pidana, maka penuntut umum tidak pernah bertemu dan berhubungan dengan tersangka
sampai disidang pengadilan. Sehingga dalam segala hal apa yang dilakukan oleh
penuntut umum semuanya sangat bergantung pada apa yang ada dalam berkas
perkaranya yang diterima dari penyidik. Dengan demikian jika ternyata terdapat
kekeliruan dalam pemeriksaan yang bukan dilakukan olehnya, tetap penuntut umum
yang harus mempertanggungjawabkannya.
Untuk menghindari adanya kekeliruan pada tingkat pemeriksaan maka perlu
bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang
dilakukan oleh penyidik dari permulaan hingga akhir. Hal ini penting mengingat Jaksa
Penuntut Umumlah yang mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap
terdakwa, dari mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, ditahan dan
23 Rahmad Syamsuddin. Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan (Makassar:
Alauddin University Press, 2013). h. 97-98
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akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum itu sah atau tidak
berdasarkan hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat terpenuhi.
Dalam mempersiapkan penuntutan, Penuntut Umum setelah menerima berkas
perkara yang sudah lengkap dari penyidik, segera menentukan apakah berkas perkara
tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Ada dua
kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Penuntut umum terhadap berkas perkara
tersebut, yaitu melakukan penuntutan atau menghentikan penuntutan.
Penuntutan dalam hal ini dapat dilakukan, jika berkas perkara yang diajukan
oleh penyidik dipandang sudah lengkap dan perkara tersebut dapat dilakukan
penuntutan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membuat
surat dakwaan.
Penghentian penuntutan dapat terjadi, dalam hal penuntut umum berpendapat
bahwa :
1. Tidak cukupnya bukti dalam perkara tersebut
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
3. Perkara ditutup demi hukum
Penghentian penuntutan ini dilakukan oleh Penuntut Umum dengan membuat
surat penetapan penghentian penuntutan. Dalam hal penuntutan dihentikan, maka bagi
tersangka yang berada dalam tahanan harus dibebaskan, jika kemudian ada alasan baru
yang diperoleh penuntutan umum dari penyidik, yang berasal dari keterangan saksi,
benda atau petunjuk, maka tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penuntutan.
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Meskipun perbuatan tersangka tidak didukung oleh bukti yang cukup atau
perbuatan tersebut tidak dapat dipersalahkan padanya, tetapi Penuntut Umum tidak
menerbitkan SKPP melainkan diajukan ke pengadilan dengan maksud akan dituntut
bebas. Penuntutan bebas oleh Penuntut Umum sering ditafsirkan kurang tepat.
Pendapat tersebut tidak beralasan karena Penuntut Umum mengajukan tuntutannya
berdasarkan pemeriksaan persidangan demi menegakkan keadilan berdasarkan
kebenaran. Tuntutan bebas yang diajukan Penuntut Umum tidak dapat diterima
masyarakat disebabkan antara lain masyarakat telah cenderung bahwa seorang yang
dituduh korupsi adalah benar. Selain daripada itu masyarakat dendam terhadap korupsi
yang dianggap telah merugikan masyarakat.
Dalam hal pola penganganan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Tinggi
mempunyai gambaran tentang proses pola penanganan tindak pidana korupsi dalam
tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
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Menguasai Pokok Permasalahan
MEMAHAMI DAN MENERAPKAN HUKUM SECARA TEPAT DAN BENAR
- Inventarisir Peraturan Formal
- Inventarisir Surat-surat, Disposisi, Dll.
MENGETAHUI MODUS OPERANDINYA
- 5 W + 1 H
MEMPELAJARI UNSUR PASAL
- Inventarisir Pertanyaan agar tidak menyimpang
- Menjadwal acara dinamika kelompok/diskusi terbatas
MERENCANAKAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN
- Inventarisir Kerugian Negara
- Inventarisir Saksi-saksi
- Inventarisir Alat Bukti Surat
- Inventarisir Barang Bukti
- Inventarisir Apa saja yang diminta
MEMBENTUK TIM UNIT SATUAN
KHUSUS
- Administrasi
- Surat Perintah, Dst.
INVENTARISASI
- Calon tersangka, Saksi-saksi, Kapan
Pemeriksaan, Kapan penyitaan,
Penahanan, Kapan pra Penuntutan




- Kendala dalam setiap lini depan dapat
diprediksi
PENUNTUTANPEMBERKASAN
Gambar 1.3 Pola Penanganan Tindak Pidana Korupsi Tahap LID – DIK – TUT
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
*Sumber: Surat JAMPIDSUS Nomor : B-949/F/FPJ/06/2008 Tanggal 4 Juni 2008
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Penjelasan:
Melihat gambaran di atas menurut penulis berpendapat bahwa Jaksa
memang dituntut untuk mengatasi kasus secara professional baik itu
sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum. Dimulai dari menguasai
pokok permasalahan, jika sudah menguasai selanjutnya memahami dan
menerapkan hukum secara tepat dan benar artinya pengetahuan jaksa diuji
bagaimana menerapkan hukum secara tepat dan benar. Selanjutnya
mengetahui modus operandi kasus yang ditangani menggunakan rumus 5
W + 1 H, Dst.
2. Langkah-langkah dalam Proses Prapenuntutan
Di dalam penjelasan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004
menyebutkan bahwa dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan
prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan
penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya pe-nyidikan dari penyidik,
mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara yang merupakan hasil
penyidikan yang diterima dari penyidik, serta   memberikan petunjuk guna dilengkapi
oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat
dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.
Undang-undang Hukum Acara Pidana telah memperkenalkan suatu istilah baru
mengenai pra penuntutan, tetapi KUHAP tidak memberi batasan pengertian tentang
prapenuntutan itu sendiri. Di dalam Pasal 1 yang berisi definisi-definisi istilah yang
dipakai oleh KUHAP tidak memuat definisi prapenuntutan, padahal itulah istilah baru
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ciptaan sendiri, yang jelas tidak dapat dicari pengertiannya pada doktrin.24 Sehingga
dapat disimpulkan bahwa KUHAP tidak mengatur secara tersurat apa yang dimaksud
dengan prapenuntutan, namun dalam KUHAP  terdapat Pasal - Pasal yang berkenaan
dengan prapenuntutan yaitu Pasal 14 huruf  a dan b, Pasal 109 ayat (1) Pasal 110 dan
Pasal 138 KUHAP.
Pasal 14 KUHAP berbunyi :
a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik
atau penyidik pembantu.
b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan, pada
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3)
dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka
penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
Pasal 109 ayat (1) KUHAP berbunyi : “dalam hal penyidik telah mulai
melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik
memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.
Pasal 110 KUHAP berbunyi :
1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik
wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut
umum.
2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan
tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera
mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai
petunjuk untuk dilengkapi.
3. Dalam hal penuntut umum mengembalikn hasil penyidikan untuk
dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan
sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu cmpat belas
hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau
apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada
pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
Pasal 138 berbunyi :
1. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik
24 Andi hamzah. Hukum Acara Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). h. 157
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segera mempelajari dan menelitinya dan dalam .waktu tuiuh hari
wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu
sudah lengkap atau belum.
2. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum
mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk
tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu
empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus
sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut
umum.
a. Tahap Awal Prapenuntutan
Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, maka berkas perkara
pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik diserahkan kepada Penuntut Umum untuk
diteliti. Pada tahap penelitian berkas perkara ini maka penuntut umum/ peneliti setelah
menerima penyerahan berkas perkara pemeriksaan dari penyidik, kemudian
mempelajari dan melakukan penelitian secara seksama mengenai kelengkapan berkas
perkara.
Dalam wawancara dengan Abdul Rasyid selaku Jaksa Fungsional menerangkan
bahwa Proses penelitian dan pemberitahuan lengkap atau tidaknya berkas perkara oleh
penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan membutuhkan waktu tujuh hari.
Bahkan jika terdapat kekurangan, pengembalian berkas perkara beserta petunjuk juga
dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan itu. Dengan demikian pengembalian
berkas perkara beserta pemberian petunjuk dilakukan juga selama tujuh hari dan tidak
sampai menghabiskan waktu empat belas hari. 25
Berdasarkan hasil penelitian, jika menurut Penuntut Umum berkas perkara
ternyata telah lengkap maka pemberitahuannya kepada penyidik dilakukan dengan
25 Abdul Rasyid (46 Tahun). Jaksa Fungsional. Wawancara. 22 Mei 2017
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tertulis dengan menggunakan formulir model P-21. Setelah mengetahui bahwa berkas
perkara tersebut dinyatakan lengkap maka penyidik dan penuntut umum dapat
menentukan kapan akan dilakukan penyerahan berkas perkara tahap kedua.
Namun bila berkas perkara belum lengkap maka pemberitahuannya kepada
penyidik dilakukan dengan menggunakan formulir model P-18 dengan melampirkan
surat pengembalian berkas perkara itu sendiri. Surat pengembalian berkas perkara
berisi petunjuk-petunjuk kekurangan-kekurangannya dengan menggunakan formulir
model P-19. Oleh karena masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka pada
kesempatan ini digunakan oleh penyidik untuk mengkonsultasikan kekurangan
tersebut. Dengan tambahan kelak diharapkan dapat berjalan lancar dan tentunya agar
tidak membutuhkan waktu yang lama.
b. Tahap Akhir Prapenuntutan
Pada tahap akhir pra penuntutan apabila penyidik mengalami kesulitan untuk
memenuhi petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum dalam tenggang waktu empat
belas hari, penyidik segera memberitahukan segala kesulitan tersebut kepada penuntut
umum. Kesulitan tersebut pada penyelesaiannya diserahkan kepada konsesus pada
forum penyidik dan penuntut umum. Hasil penyidikan tambahan dan berkas perkara
diserahkan kembali oleh penyidik untuk kemudian dipelajari lagi oleh penuntut umum
apakah petunjuk-petunjuk tersebut ternyata belum terpenuhi, maka penuntut umum
melaporkannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atau pejabat yang dikuasakan untuk
itu untuk menentukan jalan apa yang akan ditempuh terhadap berkas perkara tersebut,
yang ketentuan akhirnya diserahkan kepada kebijaksanaan pimpinan. Pelaksanaan
pekerjaan ini harus sudah selesai dalam satu hari. Untuk mencegah berkas perkara
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bolak balik lebih dari dua kali antara, penyidik dan penuntut umum, maka menurut
tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 5 intinya adalah harus mengintensifkan
koordinasi antar penegak Hukum. Khusus untuk berkas perkara hasil penyidikan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, agar dalam perkara tindak pidana umum berkas perkara
diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui penyidik Polri, sedangkan dalam
perkara tindak pidana khusus langsung diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.
Namun demikian berdasarkan penelitian penulis di Kejaksaan Tinggi Sulawesi
Selatan, dalam hal ini penyidik dan penuntut umum masih mengalami kesulitan baik
dalam penyidikan tambahan. Hal ini seharusnya dimungkinkan adanya konsultasi, hal
itu tidak hanya terbatas pada setelah berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum
saja, melainkan dilakukan pula setelah penyidik memberitahukan dimulainya
penyidikan.
Selanjutnya Abdul Rasyid menambahkan Jika hasil penyidikan sudah dianggap
lengkap atau penyidik telah menyerahkan kembali berkas perkara sesuai dengan
petunjuk yang telah diberikan oleh jaksa penuntut umum peneliti, maka penyidik
menyerahkan tanggung jawab atas terangka dan barang bukti. Penyerahan berkas
perkara tahap kedua ini berkas perkara yang diserahkan sebanyak dua buah berkas
perkara dan berkas perkara dalam keadaan disegel. Kedua berkas perkara tersebut yang
satu untuk penuntut umum dan yang satu nantinya oleh penuntut umum akan
diserahkan kepada hakim pada saat akan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan.
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Seiring dengan kegiatan penerimaan berkas perkara tahap kedua ini, maka Penyidik
wajib menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut umum.26
Menjadi gambaran penulis, berdasarkan uraian di atas telah di jelaskan proses
penuntut umum dalam pelaksanaan prapenuntutan, tahap prapenuntutan merupakan
bagian yang dapat menjembatani tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik
dan tindakan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, namun harus diakui
bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan hubungan kepolisian dan
kejaksaan dalam pelaksanaan tugas masing-masing seperti pembahasan sebelumnya
sehingga dapat menimbulkan ketidakterpaduan dalam sistem, adapun yang menjadi
dampak bagi penuntut umum secara khusus adanya ketidakterpaduan dalam
prapenuntutan tersebut, maka pelaksanaan tugas-tugas penuntut umum dalam tahap
prapenuntutan menjadi tidak maksimal, hal ini disebabkan karena kurangnya
koordinasi diantara penyidik dan penuntut, kemungkinan yang paling terburuk dapat
mengakibatkan gagalnya penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, berbagai
upaya secara optimal dilakukan oleh kedua instansi untuk mencari solusi terhadap
kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam KUHAP, kejaksaan secara internal telah
mengeluarkan berbagai ketentuan  baik  itu  dalam  bentuk  keputusan,  peraturan  dan
surat  edaran jaksa agung  dan  secara  eksternal  melakukan kesepakatan  bersama
dengan intansi kepolisian guna mengoptimalkan tahap prapenuntutan tersebut atau
memecahkan masalah-masalah khususnya dalam proses prapenuntutan agar dapat
memberikan keberhasilan dalam penuntutan. Di samping itu Jaksa Penuntut umum Di
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sudah melakukan pekerjaan semaksimal mungkin
26 Abdul Rasyid (46 Tahun). Jaksa Fungsional. Wawancara. 22 Mei 2017
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di bidangnya apalagi mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dengan berbagai
upaya yang dilakukan, melakukan proses Prapenuntutan dengan sebaik mungkin dan
pada akhirnya tidak ada manusia yang sempurna, tidak luput dari kesalahan tergantung





Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik
kesimpulan bahwa:
1) Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam melakukan
proses Pra penuntutan masih mengalami kendala baik itu faktor internal maupun
faktor eksternal, walaupun dalam penanganannya masih bisa diatasi tapi tetap saja
kendala yang dihadapi dapat menghalangi ataupun memperlambat proses pra
penuntutan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum terus
melakukan evaluasi bersama penyidik guna mengoptimalkan kinerja untuk
kedepannya.
2) Proses Pra Penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan
yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum jika dilihat dari hasil wawancara oleh
penulis yang kemudian jika dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana maka proses yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai
dengan prosedur dimulai dari proses awal pra penuntutan hingga proses akhir pra
penuntutan.
B. Saran
1. Demi sukses dan tegaknya pelaksanaan hukum dalam masyarakat maka
penyidik dan penuntut umum di dalam tugasnya sebagai penegak hukum
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hendaknya benar-benar melaksanakan sesuai dengan undang-undang yang
berlaku.
2. Di dalam tindakan Pra Penuntutan hendaknya selalu dilakukan konsultasi antara
Penyidik dengan Penuntut Umum, hal tersebut untuk mencegah dan menutup
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